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MOTTO 
 
ما َا َُّيمأ : َمَّلسَو ِهْيَلَعهّللا ىَّلَص ِهّللا ُلْوُسَر َلَاق ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَعر ِْيرَغِب ْتَحَكَن ٍَةأ 
كَِنف اَهَـِيلاَوَم ِنْذِإ َاَاِب ََ ََ ََ  ْنَاف . ٌَ ِطَاب اَهُح فَاِبم ُرْهَمْلا َاَله اهلحتسا ْنِم جرف  ْنَِافاَه
 َُهل ِِّليَوَلا ْنَم ُِّليَوُـنَاطْلُّسلَافاْوُرَجاَشَت)(يئاسنلا لااةعبرلاا هجرَا0F
1 
 
Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya 
adalah batal,. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan 
mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika 
terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang 
menjadi wali atas orang yang tidak punya wali( Hadis ini di 
keluarkan oleh Imam Empat,kecuali Imam Nasa”i) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
1. Syekh Ibnu Hajar al Asqolani Bulugh al Maram ( Beirut :Darul Fikr 2003) hal 212 
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ABSTRAKSI 
Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali 
nikah. 2 Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 
Tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamata yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai 
wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 3
 
 Oleh karena itu 
keberadaan wali hakim dalam dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi 
apabila memang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali 
nasabnya mafqud atau adlal atau dikarenakan adanya sebab lain. 
Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak utuk menikahkannya. Sehingga apabila 
dalam pemeriksaan nikah, wali nikahnya tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali 
dikarenakan walinya mafqud atau adlal atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau 
tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal ini Pegawai Pencatat Nikahnya 
mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah. 
 Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan 
Gebog tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas 
nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus 
ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama 
Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk 
bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai 
dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2.  
Sedangkan Hal-hal yang menyebabkan Perwalian nasab berpindah kepada 
Perwalian Hakim adalah Wali Mafqud,Wali Waladull Um,dan Wali Tumpur. Sedangkan 
wali mafqud adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya. Wali waladul Um 
adalah seorang anak hanya dapat dinasabahkan kepada ibunya.kalau wali tumpur adalah 
wali yang sudah tidak ada dalam urutan kewalian. 
 
  
 
 
                                                             
2   Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 21. 
3  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, hlm. 3. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama 
Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, 
untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya 
yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan 
dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan 
guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup 
serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang Islami, 
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.4
Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berfirman 4F5 
                   
         
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berpikir. 
                                                             
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1. 
5Alqur’an dan terjemahnya  juz 21, Ar Ruum:ayat 21, Departemen Agama RI tahun 1971 
hal:644 di cetak oleh  PT.Karya Toha Putra semarang. 
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Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah menciptakan 
manusia untuk dapat hidup berpasang-pasangan, dan saling sayang 
menyayangi yaitu dengan jalan perkawinan. Karena perkawinan 
merupakan suatu perbuatan ibadah yang juga bertujuan untuk 
mendapatkan anak keturunan yang sah baik menurut agama maupun 
Undang-undang. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan 
berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 
6
Pada dasarnya perkawinan dianjurkan dalam Islam, apabila ditinjau 
dan keadaan yang melaksanakannya dan perkawinan dapat dikenai hukum 
wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.
 
7 Dan perkawinan diharapkan 
agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan 
serta mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Hukum Islam 
mengatur agar perkawinan dilakukan dengan perikatan hukum atau akad 
yaitu suatu ikatan janji yang kokoh antara pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan disaksikan dua orang laki-laki, dan wali mempelai perempuan 
yang melakukan akad dan dengan menggunakan kata-kata ijab kabul.8
Wajib apabilatelah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan mampu 
melaksanakan apabila tidak kawin akan berbuat zina. Sunah, mempunyai 
 
                                                             
6Mhd. Idris Ramulyo, Tinjauan BeberapaPasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasii Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2. 
7 Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam.( Jakarta,Raja Grafindo Persada,2001)  
hlm.14. 
8 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 
hlm.41. 
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keinginan untuk kawin dan punya kemampuan dan apabila tidak kawin, tidak ada 
kekhawatiran. Haram, bagi orang yang belum berkeinginan dan tidak mampu, 
serta apabila kawin akan menyusahkan istrinya. Makruh, apabila mampu dalam 
segi materil tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban 
terhadap istri. Mubah, bagi orang mempunyai harta, apabila tidak kawin tidak 
merasa khawatir akan berbuat zina dan perkawinan dilakukan sekedar untuk 
memenuhi syahwat8F9 
Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku 
di masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa 
kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan 
penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi 
orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya 
wali maka tidak sah. Jadi, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad 
nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama 
Islam, balig, berakal sehat dan adil (tidak fasik). 
Nabi SAW bersabda : 
 نع] ,فسوي َادلحا ةديبع وب أ انث دح ,ينعا نب ةمادق نب دممح انث دح
 [يسوم بيا نع , ة َري بيأ نع ,ق احسا بيأ نع ,َيئارساو ة َرب بيأ نع فسوي
 هيلع اللها ىلص بينلا نا ىسوم بيا نع ,ة َرب بيا نع ,ق احسا بيا نع,َيئارسأو
لي وب لاا ح اكن لا : لاق ملسو 
                                                             
9H.Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, ( bandung; Sinar Baru Algensindo,1994),hlml: 382   
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Muhammad bin Qudamah bin A’yun, menceritakan Abu Ubaidah 
Al Haddad Yunus, (dari Yunus dari Abi Burdah dan Israih, dari 
Abu Ishaq dari Burdah dari Abu Musa) dan Israel, dari Abu Ishaq, 
dari Abu Burdah, dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam beliau berkata : ”Tidak ada pernikahan tanpa wali “.10
a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki 
 
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak 
menjadi wali antara lain: 
b. Saudara laki-laki kandung atau seayah 
c. Keponakan laki-laki kandung atau seayah  
d. Paman kandung atau seayah 
e. Saudara sepupu kandung atau seayah 
f. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut hakim. 11
Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak 
menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi 
syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang 
berpergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi 
apabila mendapat kuasa dan wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian 
kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang 
diberi kuasa oleh kepala negara.
 
12
                                                             
10Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as Sijistani, Sunan Abi Dawud Juz 1 (Libanon: Dar 
alFikr, 1994), hlm 481. 
11Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hlm.41. 
12Ibid.,hlm. 43. 
 Jadi, wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 
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dihadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adlal 
atau enggan. 12F13 
Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut: 
 نبا ناميلس نع حيرج نبا انثدح , نايفس انبرَا ,يرثك  نب  دممح انث دح
 لاق تلاق ةشئاع نع ,ةورع نع ,يرهزلا نع ,يسوم نبا ناميلس نع ,يسوم
 اهحاكنف اهيلاوم نذا يرغب تحكن ةارما ايمأ :ملسو هيلع اللها يلص اللها لوسر
 اورجاشت ناف اهنم باصاابم اله رهلمافاب ََ َ ناف ,تارم ثلاث َطاب
"هل ليو لا نم ليو ناطلسلاف 
Muhammad bin Kasir, Sufian mengatakan kepada kami, 
menceritakan kepada kami Ibnu Jarih dari Sulaiman bin Musa, 
dari Sulaiman ibnu Musa, dari Zuhri dari Urwah, dari ‘Aisyah 
menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda : setiap wanita 
yang menikah tanpa izin dari majikan-majikannya 
pernikahannya batal. Diulang sampai tiga kali. Dan jika sudah 
ada mahar maka mahar tersebut menjadi Asobah bagi wanita 
tersebut. Dan ketika wali nasab itu tidak ada maka yang berhak 
menjadi wali adalah Sulthon (Kepala Negara). 13F14 
 Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan 
bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk 
menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali 
nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqudatau berhalangan atau adhlal, 
dan apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, 
maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau 
nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa 
                                                             
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 
87. 
14Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ats as Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz I, hlm.480. 
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atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan 
tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya.15
B. Penegasan Istilah 
 
Sehingga yang dimaksud dengan wali hakim yaitu kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk 
bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 
mempunyai wali. 
Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan dikarenakan adanya 
beberapa alasan sehingga wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali 
nikah, maka di KUA Kecamatan Gebog tersebut, pegawai pencatat 
nikahnya mengangkat wali hakim untuk dijadikan wali dalam akad nikah 
tersebut sehingga kedudukan wali nasab menjadi berpindak kepada wali 
hakim. 
Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi 
perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan kedudukan wali hakim 
dalam perkawinan maka penulis akan mengangkatnya dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim 
Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog 
Kabupaten Kudus)”. 
                                                             
15Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, hlm.4. 
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Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis 
bahas, akan dijelaskan istila-istilah yang terkandung dalam judul skripsi 
yang penulis angkat supaya pembahasannya jelas dan terarah. 
1. Penghulu 
Penghulu adalah kepala atau ketua urusan agama Islam di 
Kabupaten atau Kotamadya.16
2. Wali hakim  
 
Wali hakim adalah wali dalam perkawinan yang diserahkan kepada 
pemerintah dan dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) 
karena adanya beberapa alasan.17
3. Perkawinan 
 
Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.18
                                                             
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm :644. 
17M. Abdul Mujieb dkk., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994), hlm 
:416. 
18Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. I Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam, hlm: 2. 
 
Jadi yang dimaksud penulis proposal skripsi dengan judul 
“Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan” adalah 
bagaimana kekuatan hukum penghulu dalam pelaksanaan akad nikah 
dengan bertindak sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Kabupaten 
Kudus. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 
1. Bagaimana kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dalam 
pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog,Kabupaten 
Kudus? 
2. Apakah yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada 
perwalian hakim di KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus? 
 
D. Tujuan Dan Kegunaan 
Tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kekuatan hukum penghulu 
sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan 
Gebog kabupaten kudus. 
2. Untuk mengetahui penyebab perpindahan perwalian nasab kepada 
perwalian hakim di KUA Kecamatan Gebog kabupaten kudus. 
 
Adapun manfaat penyusunan proposal skripsi ini adalah : 
1. Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan 
pembaca pada umumnya dengan menjelaskan bagaimana perwalian 
hakim bertindak menjadi wali dalam perkawinan dan bagaimana 
pelaksanaannya di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 
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2. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam 
dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindak lanjuti 
pemecahannya demi perbaikan hukum Islam. 
 
E. Telaah Pustaka 
Pembahasan tentang perwalian dalam perkawinan dan termasuk di 
dalamnya wali hakim, sudah banyak dibahas dalam buku-buku ataupun 
kitab-kitab Fiqih dan juga karya-karya ilmiah.  
Seperti dalam judul ”Fiqih Sunnah’’  Sayyid Sabiq menyebutkan 
wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang 
lain sesuai bidang hukumnya, dan wewenang wali berpindah kepada wali 
hakim apabila adanya pertentangan diantara wali-wali dan bilamana 
walinya tidak ada dalam pengertian tidak adanya absolut (mati atau hilang) 
atau karena ghoib.19
Buku berjudul perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Rukun Islam, Mohd. Idris Ramulyo 
menyebutkan bahwa wali nikah adalah hal yang paling penting. Dan 
menentukan tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak wali perempuan, 
sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah 
untuk sahnya nikah tersebut. Ini merupakan pendapat Mazhab Syafi’i, 
karena di Indonesia sendiri pada umumnya umat Islam penganut Mazhab 
Syafi’i, yang menganggap wali adalah salah satu rukun untuk sahnya 
 
                                                             
19Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ,Jilid 7 alih bahasa Moh. Thalib, Cet.9 (Bandung: Al-
Ma’arif,1998), hlm.30. 
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nikah. Dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki 
kandung atau sebapak, paman dan seterusnya, apabila tidak ada sama 
sekali wali, maka yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak 
mempelai perempuan ialah wali hakim.20
Buku berjudul Hukum Kekeluargaan Nasional, Sudarsono 
menyebutkan bahwa wali merupakakan pihak yang menjadi orang 
memberikan ijin atas berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan 
perempuan. Wali nikah hanya dapat ditetapkan bagi pihak calon pengantin 
perempuan. Wali nikah itu ada 3 (tiga) jenis yaitu wali mujbir, wali nasab, 
dan wali hakim. 
 
21Tiga wali tersebut harus berurutan. Artinya diawali 
dengan wali mujbir, lalu jika tidak ada wali mujbir baru pindah ke wali 
nasab dan jika wali nasab tidak ada, baru pindah ke wali hakim. Wali 
nikah termasuk salah satu syarat dan rukun nikah.22
Buku berjudul “Fiqih Lima Mazhab” Muhammad jawad 
mughniyah menyebutkan bahwa perwalian dalam perkawinan adalah suatu 
kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang 
dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu 
pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Urutan wali 
yang digunakan Syafi’i adalah ayah, saudara laki-laki kandung, saudara 
 
                                                             
20Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum: Kewarisan, Hukum Acara 
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.,hlm.2. 
21Wali Mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa dalam batas-batas yang 
wajar dan yang mempunyai garis keturunan ke atas. Wali nasab adalah wali nikah yang 
mempunyai hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Wali hakim adalah wali yang 
ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak atau calon suami-istri. Lihat Sudarsono, 
HukumKekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm.72. 
22Ibid., hlm.70. 
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laki-laki seayah, laki-laki dan saudara laki-laki, paman (saudara ayah), 
anak paman dan seterusnya, dan bila semua itu tidak ada perwalian beralih 
ke tangan hakim.23
Buku berjudul Nikah Sebagai Perikatan, Achmad Kuzari 
menyebutkan bahwa paling utama kedudukannya sebagai wali nikah untuk 
mempelai perempuan adalah ayah kandung dengan hak-haknya yang 
sempurna. Kemudian kalau ayah itu tidak mungkin melaksanakan hak 
walinya itu, baru beralih kepada yang lain. Peralihan hak wali dan ayah 
kepada yang lain ada 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan beralih kepada 
kakek dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas, yang beralih 
selanjutnya kepada sanak famili lain ditetapkan dengan urutannya. 
Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah beralih kepada wali hakim, 
apabila memang seluruh jajaran wali nasab sudah tidak ada atau masih 
ada, tapi paling dekat dengan jajaran wali nasab itu ternyata terdapat mani’ 
(halangan) untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak 
yang ditentukan, nyatanya belum terwujud.
 
24
Buku berjudul Hukum Islam di Indonesia, Achmad Rofiq 
menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. Apabila tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak 
sah. Wali nikah ada 2 (dua) macam. Pertama, wali nasab yaitu wali yang 
hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa 
 
                                                             
23Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penterj Masykur A.B., dkk ., 
(Jakarta: Lentera. Basritamaa,2002), hlm.345. 
24Achmad Kuzari, loc.cit. 
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orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab’ad (saudara 
terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak 
perwaliannya timbul, karena orang ke tua perempuan menolak atau tidak 
ada, karena sebab yang lain.25
Buku berjudul Fiqih Munakahat, Abd Rahman Ghazaly 
menyebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai 
perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali 
hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik). 
Perkawinan tanpa wali tidak sah, apabila wali-wali itu enggan, maka 
sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.
 
26
Buku berjudul Masalah Nikah dan Keluarga, Miftah Faridl 
menjelaskan tentang keberadaan wali dalam nikah. Jangan diartikan bahwa 
perempuan tidak mempunyai hak pilih atau wali boleh menikahkan 
seseorang wanita dengan siapa saja tanpa persetujuan wanita yang 
dinikakan karena hak untuk menentukan calon suami bukanlah walinya, 
tetapi wanita yang bersangkutan. Kewenangan wanita untuk menentukan 
calon suaminya jangan diartikan bahwa dia boleh menikahkan dirinya 
kepada seorang pria pilihannya. Proses pelaksanaan nikah harus 
dinikahkan oleh orang yang disebut wali baik nasab, wali hakim ataupun 
wali nikah atau wali tahkim (wali yang diberi kewenangan untuk 
menikahkan).
 
27
                                                             
25Achmad Rofiq, op.cit., hlm 83. 
26Abd. Rohman Ghazaiy, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.59. 
27Miftah Faridl, Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 35. 
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Buku berjudul Fiqih Keluarga, Syaikh Ayyub menyebutkan bahwa 
menurut jumhur ulama, wali adalah orang dan ashabah (keturunan dan 
garis laki-laki atau bapak) yang paling dekat. Apabila terjadi pertengkaran 
di antara para wali, maka akan membatalkan perwalian mereka dan 
menjadikan mereka seperti tidak ada. Dan jika mereka tidak ada, maka 
perwalian hakim. Artinya bahwa wali hakim adalah wali bagi orang yang 
tidak mempunyai wali.28
F. Metode Penelitian 
 
Dan beberapa buku yang penulis paparkan tersebut di atas, belum ada 
buku khusus mengacu tentang perwalian hakim yang terjadi dan yang 
dilakukan di KUA Kecamatan baik itu berupa karya tulis mupun penelitian 
lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
bagaimana kedudukan wali hakim dalam perkawinan dan apakah yang 
menyebabkan perpindahan perwalian nasab kepada perwalian hakim. 
Untuk itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya 
skripsi dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam 
Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog)” 
1. Jenis Penelitian 
Penilitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di 
lapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai 
likasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.29
                                                             
28Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga,  (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm.53. 
29Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 
Rineka Cipta,2005), hlm. 96. 
 
Dan sebagai objek penelitian adalah mengenai wali hakim dalam 
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perkawinan dan KUA Kecamatan Gebog sebagai lokadi penelitian serta 
ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan yaitu  
Mengenai buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
2. Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data 
sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur dan 
teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, 
maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang 
sesuai dengan tujuanya.30
b. Sumber Data Sekunder 
 
Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsi-arsip 
resmi yang mendukung permasalahan yang dikemukakan. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data berkaitan dengan penelitian ini, 
penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a. Metode Observasi 
Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek kajian. Tujuan metode ini 
adalah untuk mendeskriptifkan setting kegiatan yang terjadi dan 
                                                             
30 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36. 
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orang yang terlibat di dalamnya. 31
b. Metode Interview 
 Disini penulis melakukan 
observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 
dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan 
Gebog. 
Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data atau pencarian data 
dengan jalan melakukan wawancara yang dilakukan dengan 
sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. 32
c. Dokumentasi 
 Penulis 
menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh 
data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
yaitu mengenai gambaran umum KUA, lokasi penelitian dan 
mengenai faktor penyebab adanya wali hakim. Adapun wawancara 
akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten seperti 
kepala KUA dan para staf di KUA tersebut. 
Yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang ada 
hubungannya dengan pokok permasalahan. Metode tersebut 
penulis guna untuk melengkapi data yang diperoleh pada KUA 
Kecamatan Gebog terutama yang berkaitan dengan penelitian ini. 
4. Metode Analisis Data 
Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka 
penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh 
                                                             
31Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.58. 
32Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartaa: Rineka 
Cipta, 1996), hlm.231 
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dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis 
menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis 
mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis 
yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 
penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dan kelompok 
subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 
hipotesis.33
G. Sistematika Penulisan  
 
 
 Untuk mempermudah dalam pembahasan penulis membagi 
menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai 
berikut : 
Bab pertama berisi pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, 
penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan 
yang meliputi pengertian wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali, 
kedudukan wali dalam perkawinan, pendapat ulama tentang wali hakim, 
dan wali hakim menurut Undang-undang di Indonesia. 
 Bab ketiga berisi gambaran umum dan prosedur pelaksanaan 
perkawinan di KUA Kecamatan Gebog yang meliputi profit tentang KUA 
Kecamatan Gebog, dan prosedur pelaksanaan perkawinan di KUA 
                                                             
33Saifuddin Azwar, op.cit. hlm. 126. 
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Kecamatan Gebog yaitu mengenai tata cara perkawinan dan pelaksanaan 
akad nikah dengan wali hakim. 
Bab keempat berisi analisis tentang kedudukan penghulu sebagai 
wali hakim dan analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan perpindahan. 
Bab kelima pada bagian ini mencakup kesimpulan,saran dan 
penutup 
  
18 
 
18 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN 
A. Pengertian Wali Dalam Perkawinan 
Istilah wali berasal dari bahasa Arab, Waliyy yang berarti 
pemegang suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum 
maupun khusus. Dan dalam bahasa Arab, wali juga memiliki arti “yang 
menolong” dan “yang mencintai”. Sehingga perwalian (al-wilayah) berarti 
pertolongan (an-nusrah) atau kecintaan (mahabah).34
 َنوُبِلَغْلا ُمُه ِهلَّلا َبْزِح َّنَِإْفا وُنَمَاء َنِيِذَّلاَو ،َُهل وُسَرَو هَّللا َّلَوَـتَـي نَمَو
Pengertian ini dapat 
dilihat dalam Al-Qur’an surat Al Maidah (5) ayat 56. 
35
ضْعَـب ُء َاَِيلَْوا ْمُهُضْعَـب ُتَنِم ُؤُمْلاَو َنوُنِم ْؤُمْلاَو
 
“ Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 
yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut 
(agama) Allahitulah yang menang- “ 
Pengertian yang sama juga dapat dilihat pada surat at-Taubah (9) ayat 71. 
36
                                                             
34 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2005), hlm. 243. 
35 QS. Al-Maidah: 56. 
36 QS. At-Taubah: 71. 
 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 
yang lain.” 
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Perwalian dalam arti umum yaitu segala yang berhubungan dengan wali 
dan wali mempunyai banyak arti di antarannya: 
1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. 
3. Orang saleh (suci), penyebar agama. 
4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.37
 
Sedangkan perwalian dalam Fikih berarti kekuasaan atau kewenangan 
untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang 
lain. Perwalian dalam pengertian Fikih, terbagi yaitu: 
 
1. Perwalian badan atau jiwa (al-walayah ‘alan-nafs) 
Merupakan kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain atas 
dasar keterunun, atas dasar kebajikan dan atas dasar kedudukan 
sebagai petugas Negara.  
2. Perwalian harta (al-walayah ‘alal-mal) 
Merupakan perwalian dalam mengurus harta seseorang yang 
dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya atau perwalian 
orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya. 
                                                             
37 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana , 2003), hlm. 165. 
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3. Perwalian jiwa sekaligus (Al-Walayah ‘alan nafsi Walmali ma’ana) 
      Merupakan perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta 
kekayaan dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.38
Perwalian dalam pekawinan tergolong kedalam al-Walayah 
‘alan nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pngawasan (Al-
Irsyaf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah 
keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, 
kesehatan dan aktivitas anak yang haknya kepengawasan pada 
dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.
 
39
Adapun yang dimaksud dengan perwalian menurut Wahbah 
Az-Zuhaily ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang 
untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus 
bergantung (terikat) atas seizin orang lain.
 
40
Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum 
yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang 
hukumnya.
 
41
                                                             
38 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 7, hlm. 224. 
39 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: (Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 135. 
 40  Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa ‘Adilllatuh, (Bayrut: Dar Fikr, 1989), hlm. 
186. 
 41  Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, Alih Bahasa Moh Tholib cet. 9, (Bandung: Al-Maarif, 
1998), hlm. 11. 
 
 Sedangkan Muhammad Jawad Mugniyah 
mengemukakan bahwa walidalam perkawinan adalah suatu kekuasaan 
atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan 
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kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang 
yang dikuasai itu.42
B. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan 
 
Sehingga wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 
Oleh karena itu keberadaan wali dalam perkawinan merupakan  suatu 
yang mesti dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga kedudukan wali 
dalam perkawinan menjadi penting dan menentukan dalam sahnya 
perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak ada wali, perkawinan 
tersebut cacat hukum dan dikatagorikan sebagai nikah bathil atau 
nikah rusak. 
Dalam akad nikah, seorang wali haruslah memenuhi beberapa 
persyaratan diantaranya yaitu: 
1. Beragama Islam  
Antara wali dan yang diwalikan haruslah satu agama, sehingga 
seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi 
orang Islam, begitu juga sebaliknya. Menurut madzhab Hambali dan 
Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan 
perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut 
Madzhab  Syafi’i dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan 
                                                             
 42  Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, Penterj. Mansyur A.B, dkk., 
(Jakarta:Lentera Basritama, 2002), hlm. 354.  
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perempuan kafir baik calon suaminya kafir atau muslim. Sedangkan 
Madzhab Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli 
kitab dengan orang muslim.43
2. Baligh 
 
Artinya bahwa seorang wali telah dewasa dan minimal berumur 15 
tahun, sehingga anak kecil tidak sah menjadi wali. Menurut Madzab 
Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali menyebutkan bahwa baligh 
merupakan salah satu syarat sebagai wali.44
3. Berakal sehat 
 
Seorang wali haruslah sehat akalnya. Oleh karena itu orang gila, 
cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali dan dalam syarat 
ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.45
4. Laki-laki 
 
Jumhur ulama selain Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki 
sebagai syarat wali. Oleh karena wanita tidak boleh menjadi wali, 
karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan 
madzhab Hanafi mengemukakan pendapat bahwa laki-laki tidak 
menjadi syarat didalam tetapnya perwalian dan seorang wanita yang 
baliq, berakal bisa menjadi wali perkawinan sebagai ganti dari orang 
lain dengan jalan memberi kuasa atau wakil.46
                                                             
43Wahbah Az-Zuhaily, op.cit,hlm. 195. 
  44 Mohammad Asnawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), hlm. 66. 
  45  Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76 
46Wahbah Az-Zuhaily, op.cit, hlm. 196. 
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5. Adil (beragama yang baik) 
Artinya wali itu menjalan perintah agama dengan cara 
melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangan (dosa 
besar) dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara sopan 
santun. Menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali adil menjadi 
syarat dalam perwalian, sehingga orang yang tidak adil atau fasik tidak 
boleh menjadi wali. 47  Sedangkan madzhab Hanafi tidak 
mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil orang fasikpun 
diperbolehkan menjadi wali karena sejak dulu tidak pernah terjadi 
pemilahan atau perbedaan antara orang yang adil dan orang yang fasik 
untuk menjadi wali. Dan yang terpenting untuk menjadi wali adalah 
kepandaiannya untuk memilih jodoh yang tepat bagi perempuan di 
bawah perwaliannya. 48  Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak di 
syaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi 
wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui 
batas-batas kesopanan yang berat. 49
 Dari syarat-syarat wali yang disebutkan tadi maka syarat wali, 
wajib beragama Islam baliq dan berakal sehat disepakati para ulama 
sedangkan syarat laki-laki dan adil di perselisihkan. Akan tetapi di 
Indonesia sendiri syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak 
mendapat tekanan. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam 
 
                                                             
47Ibid., hlm. 197 
48Mohammad Asnawi, op.cit, hlm. 67. 
49Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 12 
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disamping adanya syarat-syarat baliq, berakal sehat dan laki-laki, sudah 
di pandang cakap, untuk bertindak sebagai wali.  
 
C. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan  
Mengenai macam-macam wali dalam perkawinan, penulis akan 
membahas dengan mengambil berbagai rujukan baik dari pendapat ulama, 
para pakar fiqih maupun undang-undang. Adapun macam-macam wali 
dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. Wali Nasab 
Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga atau darah dengan 
calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki 
sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal 
(laki-laki).50
Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat 
dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak ada 
petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur’an tidak membicarakan 
sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.
 
51
a. Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah 
kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap 
 
Jumhur Ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah 
dan Si’ah Imamiyah membagi wali itu kepada 2 (dua) kelompok: 
                                                             
 50  Sudarsono, pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm. 204 
51Amir Syaifuddin, op.cit.hlm. 75. 
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anak perempuan yang akan di kawinkannya. Ia dapat mengawinkan 
anaknya yang masih dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari 
anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali 
mujbir. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia 
muda, itu karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan 
untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menetapkan orang 
yang diberi wasiyat oleh ayah wanita untuk mengawinkan anaknya 
tadi, maka dia berkedudukan sebagai ayah.52
b. Wali jauh atau wali ab’ad yaitu wali dalam garis keturunan selain dari 
ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut 
jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya karena dia 
adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka dia 
boleh mengawinkan ibunya, karena kedudukan sebagai wali hakim. 
Adapapun wali ab’ad adalah sebagai berikut: 
 
1. Saudara laki-laki kandung 
2. Saudara laki-laki seayah 
3. Anak saudara laki-laki sekandung  
4. Anak saudara laki-laki seayah  
5. Paman kandung 
6. Paman seayah 
7. Anak paman kandung 
8. Anak paman seayah 
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.53
 
 
 
Ulama Hanafiyah menetapkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai 
ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk zahul 
                                                             
52Ibid. 
53Ibid. 
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arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah 
dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan di 
wariskan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. 
Menurut ulama Hanafiyah anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang 
akan kawin.54
  Ulama Malikiyah menetapkan seluruh kerabat nasab yang ashabah 
sebagai ahli nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan 
kedudukannya lebih utama dari ayah dan kakek. Golongan ini 
menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam 
kedudukan sebagaiman kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama 
Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja 
dan menempatkannya dalam wali aqrab .
 
55
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok 
yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari 
calon mempelai wanita.  
 
Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang utan-urutan wali 
nasab yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis keturunan keatas 
yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
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55Ibid.  
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Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 
kandunng ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 
laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak 
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya 
dengan calon mempelai wanita. 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya 
maka yang menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari 
kerabat yang hanya seayah.  
(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama 
yakni sama-sama derajat kandungnya, atau sama-sama derajat 
kekerabatan seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali 
nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 
syarat-syarat wali.56
 
 Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab 
yang dekat. Karena wali nasab merupakan wali yang hak perwaliannya 
didasari oleh adanya hubungan darah. Adapun mengenai urutan-
uurutan wali menurut jumhur ulam fiqh adalah: 
 
a. Ayah 
b. Ayahnya ayah (kakek)terus keatas. 
c. Saudara laki-laki seayah seibu 
d. Saudara laki-laki seayah saja  
e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 
f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah  
g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 
h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah  
i. Anak laki-laki no. 7 
j. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya 
k. Saudara laki-laki ayah , seayah seibu 
                                                             
  
 56    Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 21. 
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l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja 
m. Anak laki-laki no. 11 
n. Anak laki-laki no.12 
o. Anak laki-laki no.13 dan seterusnya.57
 
 Apabila dalam perwalian, wali yang lebih dekat (qarib) tersebut 
tidak dapat terjadi wali maka perwalian berpindah kepada wali jauh 
(ab’ad). Adapun perpindahan tersebut dapat disebabkan hal-hal sebagai 
berikut: 
 
a. Wali yang dekat belum dewasa 
b. Wali yang dekat  non muslim 
c. Wali yang dekat fasiq 
d. Wali yang dekat gila atau hilang akal 
e. Wali yang dekat bisu atau tuli.58
       Disebutkan diatas bahwa urutan wali nasab ada yang berhak menjadi 
wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mujbir atau 
memiliki daya paksa terhadap anaknya yang dinikahkan. Adapun yang 
dimaksud berlakunya wali mujbir itu seorang wali yang berhak mengakad 
nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa 
menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.
 
59
                                                             
 57   Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 
hlm. 90. 
58Ibid., hlm. 91. 
59Sayyid Sabiq,op.cit., hlm.21. 
 Oleh karena itu wali 
mujbir jika yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya 
tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan: 
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a. Laki-laki pilihan harus se-kufu (seimbang) dengan gadis yang 
dikawinkan  
b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan  
c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan 
d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai 
e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannnys 
terhadapistri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang 
mengakibatkan kesengsaraan istri.60
 Apabila dalam syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka 
perempuan yang telah dikawinkan dengan tanpa terlebih dahulu diminta 
persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada 
hakim.
 
61 Dan agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan 
kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan 
kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun 
untuk dirinya sendiri disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya 
untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.62
2. Wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau 
pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberi hak dan kewenangan untuk 
bertindak sebagai wali nikah.
 
63
                                                             
60Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit.,hlm. 91. 
 61Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam.(Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 42. 
62Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 95. 
 63Ahmad Rofiq, op.cit, hlm.89. 
 Wali hakim dapat bertindak sebagai 
wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak mempunyai 
persyaratan menjadi wali dan boleh jadi pindah kepada wali yang lebih 
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jauh. Dan apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak 
ditempat, maka wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah 
mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat dan kemudian apabila 
pemberian kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada sultan 
atau wali hakim.64
Beralihnya hak perwalian kepada wali hakim ditentukan apabila 
memang seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada atau masih 
ada tetapi pada urutan paling dekat dari jajaran wali nasab tersebut  
ternyata terdapat  mani’ (halangan) untuk melaksanakannya, sementara 
aturan keberalihan hak yang ditentukan nyatanya belum terwujud. 
Sebagai gambaran mengenai beralihnya wali kepada wali hakim, 
misalnya A adalah wali bagi calon mempelai perempuan, dengan 
kedudukan sebagai saudara dari calon mempelai perempuan tersebut. 
B adalah dari calon mempelai perempuan. Sedangkan A mempunyai 
halangan (mani’) karena dipenjarakan sehingga tidak mungkin untuk 
menghadirkannya dan tidak mungkin bertindak melaksanakan haknya 
sebagai wali. Dalam keadan atau kejadian seperti ini maka hak walinya 
tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak untuk menjadi wali 
adalah wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus 
bertindak sekalipun urutan wali masih ada, yaitu bila wali yang 
terdekat sedang ikhram haji, atau ternyata membangkang untuk 
menikahkan. Wali yang membangkan disebut sebagai wali ‘adlal. Bisa 
 
                                                             
 64Ahmad Azhar Basyir, op.cit., hlm. 43. 
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juga mani’ lagi, yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi 
mempelai laki-laki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya 
itu.65
 ِنْبا َناَمْيَلٌس ْنَع ٍجَْيرُج ُنْبااَنَـث َّدَح،ُناَيْفُس َاَنرَـب َْ َا،ٍْيرِثَك ُنْبُد َّمَُمح اَنَـث َّدَح
 ُهّللا ىَّلَص ِهّللا ُلْوُسَر َلَاق ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع ،ِِّيرْه ُّزلا ِنَع ،ىَسْوُم
 ََ ََ ََ  ْنَِاف . ٍتاَّرَم َثَلاَث ٌَ ِطَاباَهَـِيلاَوَم ِنْذِإِْيرَغِب ْتَحَكَن ٍَةَأرْما َا َُّيمأ : َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 َُهل َِّليَو ُنَاطْلُّسلَافاْوُرَجاَشَت ْنَِافاَه ْـنِم َباَصأَاِبم َاَلهُرْهَمْلَافَاِب
 
Sebagaimana Hadist Nabi SAW sebagai berikut: 
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 65Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 
41. 
 
66Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Libanon : Dar Al-
Fikr, 1994), hlm. 480. 
 
 
 
“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka 
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah 
batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan 
mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika 
terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang 
menjadi wali atas orang yang tidak punya wali 
  
Dalam Hadits tersebut dinyatakan bahwa seorang perempuan yang 
hendak menikah harus memakai wali dan apabila terjadi perselisihan 
maka Sultan atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad 
nikah. Karena apabila dalam perkawinan tanpa wali maka pernikahan 
dinyatakan batal, atau nikahnya menjadi tidak sah. Perpindahan 
perwalian kepada wali hakim apabila: 
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a) Walinya sudah mati semua  
b) Wali aqrabnya sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang 
jaraknya (2) marhalah (yaitu lebih kurang = 90 km) sulit dihubungi 
serta tidak ada wakilnya. Contonya seperti wali akrabnya adalah 
bapaknya sedang bepergian jauh, sedangkan wali ab’adnya ada 
yaitu saudara laki-laki atau wali akrabnya ialah saudaranya laki-
laki sedang bepergian jauh, yang ada ialah wali ab’adnya yaitu 
pamannya. Dalam masalah ini yang bertindak wali nikah adalah 
hakim 
c) Wali aqrabnya bertempat tinggal ditempat lain yang jauhnya 
kurang dari dua marhalah (lebih kurang = 90 km) hanya sukar 
untuk menemuinya karena dalam perjalanannya ada gangguan 
keamanan wali atau aqrabnya sedang dalam tahanan yang tidak di 
izinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat. 
d) Wali aqrabnyasudah lama menghilang tanpa berita, tanpa alamat 
entah masih hidup atau sudah mati atau sesudah terjadi peperangan 
atau sesudah terjadinya kerusakan kapal yang ditumpanginya. 
Kalau sudah ada berita yang pasti bahwa wali aqrab itu sudah 
matimaka kewalian berpindah kepada wali ab’ad. 
e) Wali aqrabnyamenolak untuk menjadi wali nikah karena tidak 
setuju kepada calon menantu atau disebut wali adlal , maka 
hakimlah yang menjadi walinya sesudah diputuskan oleh 
Pengadilan Agama. 
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f) Wali aqrabnya ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, 
sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah 
tidak ada.67
   
 
 Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila: 
 
a) Calon mempelai wanita belum baligh (dewasa). 
b) Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak se-
kufu. 
c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah 
d) Diluar daerah kekuasaanya68
 Dan kemudian apabila wali hakim tidak ada, maka bagi 
kedua calon mempelai diharuskan mengangkat “Muhakkam” yaitu 
orang yang diangkat hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Orang 
yang diangkat menghakam itu harus orang yang mengerti masalah 
perkawinan atau orang yang dinilai paling baik di antara umat Islam 
yang ada di lingkungan sekitar.
 
69
3. Wali Tahkim/Muhakam 
 
 
                                                             
 
67Sudarsono, op.cit, hlm. 205. 
68Slamet Abidin dan Aminuddin, loc.cit,hlm. 91. 
69Sudarsono, op.cit, hlm. 206. 
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 Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau 
calon istri.70 Adapun sebab terjadinya pengangkatan wali muhakam, 
apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak 
memenuhi syarat-syarat wali atau menolak dan wali hakim pun tidak 
dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab. Mempelai 
yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya 
untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya 
wali.71
 Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan 
seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, 
biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan 
umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai 
perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat 
dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat 
mengangkat wali muhakkam.
 
72
 Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami 
mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat 
bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si …. (calon istri) 
dengan mahar … Dan putusan Bapak atau Saudara saya terima 
dengansenang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang 
 
                                                             
70Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit.,hlm. 93. 
71Ahmad Azhar Basyir, op.cit, hlm. 45. 
72Ibid. 
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sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim 
ini.”73
a. Wali nasab tidak ada 
 
        Wali hakim terjadi apabila: 
b. Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta 
tidak ada wakilnya di situ. 
c. Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk 
(NTR).74
 
 
4. Wali Maula 
 Wali Maula ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki boleh mengawinkan wanita yang berada 
dalam perwaliannya bilamana wanita itu rela menerimanya. Wanita di 
sini yang dimaksudkan hamba sahaya yang berada di bawah 
kekuasaannya. Adapun seorang maula mengawinkan dirinya sendiri 
dengan budak wanitanya, maka perkawinan tersebut adalah sah. Allah 
pun tidak melarang mereka yang mengawinkan budak wanita untuk 
dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara 
keduanya.75
                                                             
73Slamet Abidin dan Aminuddin, loc.cit.,hlm. 93. 
74Ibid. 
75Ibid 
 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur 
ayat 32. 
 َء آَرَقُـف اْوُـنْوُكَي ْنِإ ْمُكِئ آمِإَو ْمَُِك اَبِع ْنِم َِينِِلح اَّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَاي َْلأْااوُحِكَنأَو 
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 ٌميِلَع ٌعِساَو ُهّللاَو ِهِلْضَف ْنِم ُهّللا ُمِهِنْغُـي 
76
D. Kedudukan Wali dalam Perkawinan  
                            “  
 “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujangdi 
antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari 
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 
mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada 
mereka dengan karunia-NyaDan Allah Mahaluas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahu  
 
  
 Keberadan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak 
sah akad dalam perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Pada prinsipnya 
wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan 
ulama secara prinsip.dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat 
berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 
dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk 
kelangsungan perkawinan tersebut. 
 Dalam kedudukannya, wali sebagai orang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat 
dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki 
maupun perempuan, ulama sepakat bahwa dalam kedudukannya sebagai 
wali merupakan rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya 
bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan 
sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun 
terhadap perempuan yang telah dewasa, baik ia sudah janda atau masih 
                                                             
76  QS. An-Nur. 32. 
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perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu sesebabkan oleh 
karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.77
 Menurut madzab Syafi’I, kehadiran wali menjadi salah satu rukun 
nikah, yang berat tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad, perkawinan 
tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan wali, wali 
juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah 
perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang se-kufu.
 
78
 Sejalan dengan pendapat imam Asy-Syafi’I, imam Malik dan imam 
hanbali mengemukakan bahwa jika wanita telat baligh atau berakal sehat 
dan dia sudah janda, maka hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya wanita itu 
pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad 
nikah adalah hak wali. Jika akad itu di ucapkan oleh wanita tersebut, akad 
itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.
 
79
 َسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإَوآ اْوَضَارَـتاَذِإ َّنُهَجاَوَْزأ َنْحِكْنَـي ْنَأ َّنُهوُلُضْعَـت لاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَـبَـف َء
 ْمُكِلَذ ِر َِ لآا ِمْوَـيْلاَو ِهَّللِاب ُنِمْؤُـي ْمُكْنِم َناَك ْنَم ِِهب ُظَعُوي َكِلَذ ِفوُرْعَمْلِاب ْمُهَـن ْـيَـب
 َنوُمَلْعَـت لا ْمُتْـَنأَو ُمَلْعَـي ُهَّللاَو ُرَهْطَأَو ْمُكَل ىَْكَزأ79F
80  
 “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
                                                             
77Amir Syaifuddin, op.cit, hlm. 69. 
78Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Yogyakarta: Academia 
dan Tazzafa, 2004), hlm. 79. 
79Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit, hlm. 345. 
80QS. Al-Baqarah: 232. 
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orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan 
hariakhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah :232) 
 
 
 Dan mengenai ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali 
dalam suatu perkawinan adalah dalam surat Al-Baqarah 232: 
Menurut Sayyid Sabiq bahwa Surat Al-Baqarah ayat 232 tersebut turun 
berkaitan dengan riwayat Ma’qil Bin Yasar yang menyeritakan bahwa ayat 
ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah 
seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian di 
ceraikannya. Ketika masa ‘iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya, 
maka saya jawab: “dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya 
muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk 
meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya 
untuk selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja. Tetapi bekas istrinya 
itu ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini “…Maka 
janganlah kamu menghalang-halangi mereka”. Kemudian saya 
berkata:”sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan 
ucapannya:….,maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya.81
 Al-Hafidz dalam fathul Bari berkata:”sebab turunnya ayat tersebut 
yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus merupakan 
alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, buat 
apa disebutkan “menghalang-halanginya”. Kalau wanita tidak boleh 
 
                                                             
81Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 21. 
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mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang 
lain “menghalang-halangi”. Jika memang tidak setuju dengan tindakannya.82
 Surat al-Baqarah ayat 232 menurut as-syafi’i merupakan dasar 
keharusan wali dan sekaligus larangan wali mempersulit. Dan dengan 
turunnya ayat, maka asy-syafi’i berkesimpulan, bahwa ayat ini menunjukkan 
3 (tiga) hal yakni keharusan menyelesaikan masa ‘iddah untk nikah lagi, 
larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah 
perwaliannya, dan harus ada persetujuan wali dalam perkawinan.
 
83
 ِنَع ،ىَسْوُم ِنْبا َناَمْيَلُس ْنَع ِجَْيرُج ُنْبا اَنَـث َّدَح ،َاَنرَـب َْ َا ،ٍْيرِثَك ُنْب ُدَّمَُمح اَنَـث َّدَح
 اَما َا َُّيمأ : َمَّلسَو ِهْيَلَعهّللا ىَّلَص ِهّللا ُلْوُسَر َلَاق ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ،َةَوْرُع ْنَع ،ِِّيرْهُّزلا
كَِنف اَهَـِيلاَوَم ِنْذِإ ِْيرَغِب ْتَحَكَن ٍَةأ َا َاَله ُرْهَمْلَافَاِب ََ ََ ََ  ْنَاف . ٍتََّرَثمَلاَث ٌَ ِطَاب اَهُح 
 َُهل ِِّليَوَلا ْنَم ُِّليَوُـنَاطْلُّسلَافاْوُرَجاَشَت ْنَِافاَه ْـنِم َباَصأَاِبم83F
84 
Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya 
adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika 
dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena 
lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi 
pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi 
wali atas orang yang tidak punya wali 
 
 Berdasarkan hadist tersebut juga menunjukkan keberadaan seorang 
wali dalam perkawinan karena suatu perkawinan menjadi tidak sah apabila 
tanpa kehadiran wali. 
 Berbeda dengan para Jumhur ulama diatas, Imam Hanafi 
menyatakan bahwa menikah itu tidak merupakan syarat harus pakai wali 
                                                             
82Ibid. 
83 Khoiruddin Nasution, op.cit., hlm. 80. 
84Ibid,hal .32. 
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bagi wanita yang sudah baligh dan berakal. Wanita itu boleh menikahkan 
dirinya tanpa seizing walinya baik dia perawan maupun janda. Tidak 
seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang 
pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) 
dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mi’tsil.
 
 Adapun hadist Nabi SAW yang berkenaan dengan wali adalah: 
85 Tetapi bila dia 
memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya maka walinya 
boleh menentangnya dan meminta kepada kadhi dan meminta akad 
nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar 
kurang dari ma r mi’tsil, kadhi boleh dimi t  m mbatalkan akadnya bila 
mahar mi’tsil teersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.86
 Perbedaan pendapat ini dikarenakan oleh pemahaman teks hadist 
tersebut. Dalam memandang hadits tersebut Jumhur Ulama mengemukakan 
pengertian ia Inafiah (kata-kata yang menafikan) berarti tidak sah. 
Sedangkan madzab hanafi menginterprestasikannya dengan kata tidak 
sempurna. Oleh karena itu keberadaan wali menurut madzab Hanafi 
dianjurkan saja, bukan diwajibkan.
 
87
                                                             
85  Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum 
ataupun ketika terjadi pernikahan. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm 119. 
86Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 345. 
87Abdul Aziz Dahlan, dkk,. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 
1996. 
 Dan berdasarkan pendapat Ulama 
Fiqih, dalam menginterprestasikan hadist Nabi bahwa dengan mengartikan 
tidak sah, maka suatu perkawinan tanpa adanya wali berarti batal. 
Sedangkan dengan mengartikan tidak sempurna, maka suatu perkawinan 
tanpa adanya wali masih dianggap sah, tetapi dianggap kurang sempurna.  
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  Dan madzab Hanafi dalam menyatakan penafsirannya mengenai 
surat al-Baqarah 232 juga berbrda dengan Junhur Ulama. Menurutnya 
bahwa ayat tersebut tertuju kepada suami, bukan kepada wali dan juga 
dalam surat al-Baqarah ayat 230 dan 234 yang menunjukkan nikah kepada 
wanita. Menurut mereka hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak 
menikahkan dirinya sendiri.88
a. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi’ah imamiyah berpendapat bahwa 
perkawinan anak kecil, baik sehat ataupun tidak, diwajibkan adanya wali 
yang akan mengakatkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang 
sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad 
perkawinannya tanpa adanya wali. 
 
 Dari perbedaan pendapat mengenai wali secara prinsip tersebut diats 
dapat dirinci sebagai berikut: 
b. Ualama Syafi’iyah dan ulama hanabillah berpendapat bahwa setiap akad 
perkawinan dilakukan oleh wali baik perempuan itu dewasa atau masih 
kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak 
ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan 
perkawinannya. 
c. Pendapat Malik menurut riwayat Asyhab, wali itu mutlak dalam suatu 
perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun 
menurut riwayat Ibnu qosim, keberadaan wali hanyalah sunnah dan tidak 
wajib. Dalam litertur lain dinukilkan bahwa keberadaan wali hannya 
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diwajibkan, bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan 
bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan 
wali.  
d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil 
yang tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk wanita 
yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk 
melangsungkan perkawinan.89
Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan wali sama-
sama mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dalam Al-Qur’an As-
Sunnah. Mereka mempunyai alasan masing-masing yang dapat dijadikan 
dalil, dan perbedaan ini dapat disebabkan pemahaman teks dalam al-
Qur’an dan As-Sunnah yang berbeda yang dijadikan alasan pendapatnya. 
Sehingga wali dalam perkawinan masih menjadi perdebatan dikalangna 
ulama.  
 
 
E. Pendapat Ulama Tentang Wali Hakim  
 Keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu 
konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada 
atau di karenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali adlal sehingga 
wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut. 
 Menrut Hanafi, bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali 
nasab karena tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam 
perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan wali tidak 
                                                             
89Amir Syaifuddin, op.cit.,hlm. 74. 
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ada, maka pendapat Syafi’i dan Hanbali. Sehingga seluruh madzhab sepakat 
bahwa hakim mempunyai wali.90
 ِنْبا َناَمْيَلُس ْنَع ٍخَْيرُج ُنْبا اَنَـث َّدًح , ُناَيْفُس َاَنرَـب َْ َا , ٍْيرِثَك ُنْب ُدَّمَُمح اَنَـث َّدَح
 هّللا ىَّلَص ِهّللا ُلْوُسَر َلَاق ْتَلَاق ِةَشِئاَع ْنَع , َةَوْرُع ْنَع , ِِّيرْهُّزلا ِنَع , ىَسْوُم
 ٍتاَّرَم َثَلاَث ٌَ ِطَاب اَهُح اَكَِنف اَهَـِيلاَوَم ِن ْذِإ لِْيرَغِب ْتَحَكن ٍَةَأرْما َا َُّيمأ : َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 َِّليَو َلا ْنَم ُِّليَو ُنَاطْلُّسلَاف اْوُرَجاَشَت ْنَِافاَه ْـنِم َباَصأَاِبم َاِلهُرْهَمْلَافَاِب ََ ََ ََ  ْنَِاف .
 َُهل
 Berdasarkan hadits Nabi tersebut:  
91
 Sementara itu, menurut Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada 
wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan 
 
Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka 
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah 
batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan 
mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika 
terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang 
menjadi wali atas orang yang tidak punya wali 
  
 Akan tetapi menurut Imamiyah dan Syaifi’I, hakim tidak berhak 
mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan Hanafi 
mengatakan hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, 
dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Pendapat ini 
sesungguhnya kembali kepada pendapat Syafi’I dan Imamiyah, sebab dalam 
dalam keadaan seperti itu, sang hakim telah melakukan aqad Fudhuli (tanpa 
izin). 
                                                             
90Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit, hlm. 345. 
91Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as Sijistani, op.cit, hlm. 480. 
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kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang se-kufu, serta 
mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.92
                                                             
92Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 349. 
 
 Wali hakim menurut ulama Fiqih tidak menunjukkan adanya 
perbedaan pendapat dan seluruh madzhab sepakat bahwa keberadaan wali 
hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab manakala 
wali nasab tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali 
nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan. 
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BAB III 
WALI HAKIM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 
 
A. Pengertian Wali Hakim 
 Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali nikah. 93 Sedangkan menurut Peraturan 
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dalam pasal 1 
ayat 2 menyebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamata yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak 
sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai 
wali. 94
B. Sebab-sebab Adanya Wali Hakim 
 Oleh karena itu keberadaan wali hakim dalam dalam suatu 
perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila memang wali nasabnya 
tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya 
mafqud atau adlal atau dikarenakan adanya sebab lain. 
 
 Beralihnya hak perwalian nasab kepada perwalian hakim 
ditentukan apabila adanya alasan-alasan, di antaranya yaitu: 
1. Tidak ada wali nasab 
                                                             
93   Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 21. 
94  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005,( Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2005) hlm. 3. 
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 Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau sudah tidak 
mempunyai wali urut disebabkan seluruh jajaran dalam urutan 
perwalian nasab sudah tidak ada atau sudah meninggal.95
2. Wali nasabnya adlal 
 
 Dikarenakan wali nasabnya tersebut menolak sebagai wali nikah 
dikarenakan tidak menyetujui kepada calon menantunya sehingga wali 
hakimlah yang menjadi wali nikahnya sesudah ada putusan dari 
Pengadilan Agama.96
3. Wali nasabnya sedang berpergian atau tidak ditempat ( ± jaraknya 90 
km) 
 
 Apabila wali nasabnya sedang bepergian jauh yaitu dalam arti 
bahwa wali yang lebih dekat tersebut sedang bepergian atau tidak 
ditempatkan dan wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah 
mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat tersebut dan apabila 
pemberian kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada 
perwalian hakim.97
4. Wali nasabnya mafqud 
 
 Artinya, wali nasabnya tersebut telah menghilang dan tidak ada 
kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak 
diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.98
5. Walinya dalam penjara 
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 Diakrenakan walinya tersebut dalam penjara /tahanan sehingga 
tidak diizinkan untuk keluar dan menjadi wali nikah, oleh karena itu 
yang menjadi wali nikah adalah menyerahkannya kepada wali hakim.99
6. Walinya sedang ihram 
 
 Apabila seorang wali nasab sedang melaksanakan ihram sehingga 
tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai wali nikah maka dalam 
pelaksanaan akad nikahnya yang menjadi wali nikahnya adalah wali 
hakim.100
C. Wali Hakim menurut Undang-undang di Indonesia  
 
 
 Di Indonesia terdapat undan-undang yang mengatur tentang masalah 
perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus 
mengenai wali hakim diatur dalam Peraturan Mmentri Agama Indonesia 
nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. 
 Dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan 
mengenai masalah wali hakim, tetapi undang-undang Perkawinan tersebut 
mengatur masalah perwalian pada garis besarnya yang menyatakan bahwa 
perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
yang tiak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan 
tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh 
keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau 
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istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan itu batal atau 
dapat dibatalkann  karena tidak adanya wali.101
 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan 
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam undag-undang 
Nonor 1 Tahun 1974, karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh 
UU Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi 
kepentingan umat islam. Antara lain Kompilasi Hukum Islam mutlah harus 
mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh 
umat Islam.
 
102
(1) Wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempattinggalnnya atau goib atau adlal atau enggan. 
 
Adapun mengenai masalah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) ditegaskan secara rinci dlam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dan khusus 
mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa: 
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakimbaru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama 
tentang wali tersebut.103
 Pengaturan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 
2005 tentang wali hakim dalam perkawinan yang terdiri dari 5 (lima) 
bab dan 6 (enam) pasal. Menyebutkan pembahasan secara rinci 
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mengenai wali hakim adalah Kepala Kantor Pilihan Agama Kecamatan 
yang ditunjuk oleh Mentri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah 
bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 
 Adapun mengenai penunjukan dan kedudukan wali hakim 
terdapat pasal 3 yaitu yang berbunyi: 
(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim 
untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan 
dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini 
(2) Apabila Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berhalangan atau, maka Keapla Seksi yang membidangi tugas 
Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen 
Agama Kabupaten / kota diberi kuasa untuk atas nama Mentri 
Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersubut 
atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya. 
(3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi,maka 
Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas 
nama Kepla Departemen Agama Kabupaten / Kota diberi kuasa 
atas nama Menteri Agama menujuk pembantu penghulu pada 
kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim pada 
wilayahnya.104
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  Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai wali hakim 
adalah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dan apabila Kepala KUA 
Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada maka dapat menunjuk salah 
satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekay untuk sementara 
menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 
D. Penghulu Sebagai Wali Hakim 
1. Sejarah penghulu di Indonesia 
 Penghulu adalah orang yang ahli dibidang agama Islam yang 
diakui dan diangkat oleh pemerintah. Penghulu berasal dari kata “hulu” 
yang berarti “kepala”, orang yang mengepalai atau orang yang terpenting. 
Istilah ini didaerah sunda disebut penghulu, di Jawa disebut penghulu,  di 
Madura disebut pengoloh. Sedangkan didaerah Minangkabau penghulu 
berarti kepala adat yang diberi gelar datuk. Di tanah semenanjung kata 
penghulu adalah kepala Wilayah.105
 Penghulu merupakan pejabat Negara dan jabatan ini sudah ada 
sejak berabad-abad, namun dapat berkembang secara sempurna pada 
abad-19 dan ke-20. Tingkatan penghulu sebagai pejabat agama mengikuti 
jenjang kedudukan pejabat dipemerintahan yaitu dari tingkat Kabupaten, 
Kecamatan (distrik) dan desa (onderdistrik). Untuk kabupaten diangkat 
penghulu kepala atau sering disebut penghulu saja. Di kecamatan atau 
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(distrik) diangkat penghulu distrik. Di desa atau onderdistrik diangkat 
penghulu onderdistrik atau disebut penghulu onder.106
 Pada tahun 1882 pemerintah India Belanda mendirikan Pengadilan 
Agama (Priesterraad), dan penghulu bertugas sebagai qadi atau ketua 
Pengadilan Agama sehingga penghulu mengepalai Pengadilan Agama 
dengan dibantu oleh paling banyak 8 (delapan) anggota dan sedikitnya 3 
(tiga) orang anggota. Pada tahun 1931 Pengadilan Agama di ubah 
menjadi pengadilan penghulu. Penghulu merupakan hakim tunggal dan 
dibantu 2 (dua) orang anggota. Namun Pengadilan Penghulu tidak pernah 
berjalan dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk pada waktu itu. Pada 
1 April 1937 di tetapkan bahwa Pengadilan Agama priesterrad hanya 
mengurus soal pernikahan, perceraian dan rujuk. Soal waris tidak menjadi 
urusan lagi. Tetapi selanjutnya pada tahun 1938 pemerintah Hindia 
Belanda mendirikan Hof  Voor Islamitische Zaken atau Pengadilan 
Agama tingkat banding. Ketuanya yang pertama adalah H. Muhammad 
Isa, yang beberapa waktu sebelumnya pernah menjadi penghulu di 
Serang, Jawa Barat (sekarang propinsi Banten).
 
107
 Tugas penghulu selanjutnya adalah sebagai Mufti yaitu orang yang 
memberi penerangan tentang hukum Islam pada masyarakat maupun 
kepada pemerintah. Jabatan ini muncul karena banyaknya yang menjadi 
hal yang sulit di masyarakat maupun di pemerintah yang hanya dijawab 
oleh seseorang yang benar mahir dibidang keagamaan. Penghulu juga 
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disebut penghulu Landraad yaitu bertugas dipengadilan umum sebagai 
pengambil sumpah bagi orang Islam yang diajukan oleh pengadilan 
umum. Dengan jabatan ini penghulu mendapat gaji dari pemerintah dari 
Hindia Belanda.108
 Kemudian penghulu juga bertugas sebagi Kepala Masjid. Tugas 
inilah yang memberi gambaran kepada orang luar tentang tugas penghulu. 
Orang menglihat bahwa penghulu adalah orang yang kedudukannya 
paling tinggi dalam soal keagamaan. Sebagai keapala Masjid, penghulu 
mengurus soal peribadatan dan merupakan Iman dan Katib. Kadang-
kadang tugas ini dilimpahkan kepada bawahannya yang juga mengatur 
Kas Masjid. Selain itu, penghulu juga mengurus dan mencatat 
pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut Islam.
 
109
 Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 
peraturan bahwa siapa saja yang akan mengajar agama harus meminta 
izin tertulis kepada pemerintah setempat, dan tugas penghulu dalam hal 
ini adalah mengawasi pendidikan. Dan surat izin tersebut dapat di cabut 
apabila guru agama itu sering melanggar peraturan dan berperilaku tidak 
baik. Selanjutnya pada tahun 1935 permohonan izin mengajar agama 
tersebut dihapuskan dan hanya diperlukan pemberitahuan tertulis kepada 
pejabat yang telah ditentukan.
 
110
 Dengan terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia pada 
tanggal 3 Januari 1946, maka penghulu menjadi bagian dalam stuktur 
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Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, yakni 
subdirektorat kepenghuluan. Tugasnya adalah menyelenggarakan 
bimbingan kepada masyarakat di bidang nikah, talak, cerai, rujuk atau 
yang dikenal dengan NTCR.  
 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut subdirektorat 
kepenghuluan mempunyai bebebrapa fungsi, diantaranya: 
1. Menghimpun, menganalisis peraturan perundang-perundangan 
dibidang NTCR 
2. Merumuskan pemberian bimbingan di bidang NTCR 
3. merencanakan dan mendistribusiakan sarana NTCR . 
4. melaksanakan pengendalian NTCR. 
  Pada unit Kecamatan, penghulu bertugas dalam Kantor Urusan 
Agama (KUA). Dikarenakan wilayahnya luas, dalm melaksanakan 
tugasnaya penghulu dibantu oleh petugas desa yang mencatat dan 
melaporkan pelaksanaan dibidang NTCR.111
2. Sejarah Wali Hakim di Indonesia 
 
 
 Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah 
muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad bersabda Sultan adalah wali 
bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Pengertian Sultan adalah raja 
atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata 
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Sultantersebut diartikan hakim atau disebut hakim pada saat ini. Namun 
dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
atau Pegawai Pencatat Niakah, yang bertindak menjadi wali hakim dalam 
melaksanakan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau 
walinnya adalah. 
 Akar persoalan utamanya, seperti yang termaksut dalam pasal 1 
huruf  b KHI, adalah persoalan tauliyah al-amr (dilegahtion of aut 
hority). Apakah cukup ada legitimasi yang dipegang oleh penguas di 
Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan 
adanya kewenangan tersebut, apa yang dimaksud Sultan sebagai wali 
hakim pelaksanaanya sesuai dengan yang dimaksud.112
 Keberadaa Departemen Agama RI yang menurut Daniel S. Lev 
sebagai mana yang dikutib oleh Ahmad Rofik, tidak pernah diterima 
sepenuh hati oleh golongan nasionalis yang non-Islam, atau dalam 
keadaan tertentu oleh kalangan Islam sendiri. Oleh karena itu, Mentri 
Agama telah membenarkan dan memberikan kedudukan yang kuat bagi 
Negara yang pada dasarnnya tidak berbentuk Islam. Sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 Kepala Negara sekaligus sebagai penguasa 
umum (Waliy al-Am) adalah Presiden. Kedudukan Mentri Agama sebagai 
pembantu Presiden menerima tauliyah (delegation) dalam urusan 
mengatur bukan mencampuri penyelenggaraan akad nikah bagi wanita 
yang tidak mempunyai wali, atau karena walinya adlal. Apabila mengenai 
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masalah apakah tepat Presiden diperankan sebagai waliyul Amri al-
Darury bi al-Syakuah, yang keputusan dan dilegasi kewenangannya harus 
dipatuhi.113
 Di Jawa Madura, Menteri Agama telah mengeluarkan peraturan 
nomor 1 Tahun 1952 yang intinya, apabila seseorang mempelai 
perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali yang 
aqrab nafqud, (dekat hilang karena keberadaan wali tersebut tidak 
diketahi sedangkan menjalankan hukuman dan tidak dapat ditemui, atau 
mengadakan perjalanan jauh sejauh Masafah qasar (perjalanan yang 
dimungkinkan seseorang untuk melakukan sholat qosor) dan sebagainya. 
Maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu para raib yang menjalankan 
pekerjaan pencatatan nikah ditunjuk sebagai wali hakimnya dan walinya 
masing-masing. Namun, bila kepala KUA tersebut berhalangan dilakukan 
oleh KUA Kecamatan lainnya. Selain itu bila wali nasab adlal (menolak 
tidak mau menikahkakn) maka nikah dari mempelai dapat dilangsungkan 
dengan wali hakim, sesudah dilakukan pemeriksaan seperti kepada yang 
berkepentingan, penghulu pada KUA Kabupaten ditunjuk menjadi wali 
hakimnya, apabila penghulu tersebut berhalangan ditunjuk penghulu 
mudanya
 
114
 Untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dikeluarkan juga Peraturan 
Menteri Agama No. 1952 yang isinya sama dengan peraturan yang 
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berlaku di Jawa dan Madura, dengan catatan bahwa Kepala Kantor 
Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa atas nama Menteri Agama 
menunjuk qadi-qadi (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3NTCR) yang 
cakap serta ahli untuk menjadi wali hakim biasa. Sedang untuk wali 
hakim karena adlal ditunjuk Kepala KUA Kecamatan. Peraturan Menteri 
Agama tahun 1952 ini mencabut semua wewenang yang semula ada pada 
pejabat agama setempat untuk mengangkat wali hakim secara lisan, dan 
juga wewenang untuk pengangkatan yang diberikan oleh pejabat 
pemerintah pusat lain atau pemerintah Swapraja. Ini merupakan suatu 
tindakan langsung dan berhasil dalam mengambil alih kekuasaan 
dibidang agama yang semula berdasarkan tradisi dan adat setempat.115
 Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, oleh pihak Departemen 
Agama telah dimintakan dalam Konperensi Alim Ulama pada bulan Mei 
1952, yang sebelumnya telah tercantum dalam beberapa pengumuman 
dan Peraturan Menteri sejak tahun 1946. Di beberapa daerah ternyata 
kebijakan tersebut, mendapat tantangan dari pejabat agama setempat. 
Antara lain di Minangkabau Sumatera Barat, yang lebih kental pengaruh 
adat matri mLinealnya. Mereka melihat langkah tersebut sebagai campur 
tangan yang tidak sah atau lebih tepatnya sebagai suatu ancaman bagi 
mereka. Di samping itu tindakan Departemen Agama itu dalam segi-segi 
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yang lebih luas adalah campur tangan secara langsung Negara dalam 
urusan-urusan agama.116
“sejak zaman Nabi Muhammad, tradisi-tradisi itu menitikberatkan 
pandangan bahwa penguasa apapun, baik yang bukan islam, 
adalah lebih baik dari pada tidak ada penguasa sama sekali. 
Sejalan dengan pandangan itu konfrensi Bogor menegaskan, 
bahwa walaupun Presiden Suekarno bukan seorang Sultan 
menurut pengertian syara’, namun ia jelas adalah penguasa 
Indonesia, dan karenanyadapat memberikan tauliyah tentang wali 
hakim kepada Menteri Agama”.
 
 Timbulnya reaksi tersebut, ditanggapi Departemen Agama yang 
mengundang alim ulama, untuk mengadakan konperensi lagi bertempat di 
Bogor tahun 1953. Musyawarah ini ternyata memberi dukungan terhadap 
keputusan tahun1952, yakni mengakui kewenangan Menteri Agama 
untuk mengangkat wali hakim. Di antara pertimbangan politik (siyasah) 
para ulama adalah bahwa: 
117
 Konferensi Bogor 1953 juga mendapat reaksi, namun sebagian 
disebabkan beberapa partai dan golongan Islam tertentu tidak turut 
diundang. Waktu itu sempat timbul tuduhan sengit bahwa Suekarno 
belum dapat dianggap  sebagai penguasa RI. Tetapi menurut Daniel S. lev 
sebagaiman seperti yang dikutip oleh Ahmad Rofik, suatu kemenangan 
ideologis yang penting telah diserahkan kepada Negara-negara non Islam 
ini. Akhrinya diadakan lagi konperensi Alim Ulama yang ketiga di 
Cipanas, jawa Barat pada bulan Maret 1954 di bawah pimpinan Menteri 
 
                                                             
116Ibid. 
117Ibid., hlm. 92. 
58 
 
58 
 
Agama K.H. Masjkur dari NU (Nahdatul Ulama). Konferensi yang 
dihadiri oleh 39 ulama dari seluruh daerah, mendukung Keputusan 
Menteri Agama sebelumnya.118
 Dua keputusan penting dari komperensi Alim Ulama Cipanas 
adalah presiden sebagai Kepala Negara sebagai dimaksud dalam 
UUD1945 pasal 44 yaitu Kabinet, Parlemen dan sebagainya adalah 
Waliyul Amri Dharury bi Syaukah. Sedianya pemimpin tertinggi 
masyarakat Islam, seharusnya dipilih dari seorang ulama yang tershaleh 
dan paling ditaati. Dan ditetapkan juga bahwa yang dimaksud Waliyul 
Amri waktu itu adalah tidak lain Soekarno, dan dengan sendirinya yang 
mendapat wewenang untuk itu adalah Menteri Agama.
 
119
 Pemberian gelar Waliyul Amri Dhurury bi Syaukah ini meski 
merupakan ijtihad kolektif para ulama, ternyata masing juga mengandung 
reaksi. Oleh Daniels Lev yang juga dikutip oleh Ahmad Rofik disebut 
sebagai kecaman yang menyakitkan, baik melalui pers, di parlemen dan 
beberapa pertemuan umum lainnya. Karena Indonesia belum menjadi 
Negara Islam, maka gelar tersebut tidak sah. Menanggapi reaksi tersebut, 
Menteri Agama menyatakan bahwa tujuan pernyataan itu adalah terbatas 
dalam hubungan dengan persoalan wali hakim.
 
120
 Ilustrai di atas menggambarkan betapa peliknya merumuskan suatu 
“Justifikasi” terhadap persoalan wali hakim yang muncul karena term 
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Sultan dalam teks hadits yang telah dikutip sebelumnya. Tetapi 
Alhamdulillah dengan lambat tetapi pasti, kenyataan sekarang wali hakim 
diam-diam telah disepakati oleh kaum muslim. Semestinya persoalan 
intinya adalah wali hakim yang ruang lingkup tugasnya sebagai alternatif 
saja, tetapi karena masalahnya menyangkut soal keberagamaan, 
masalahnya menjadi sangat penting, yaitu sah tidaknya suatu 
perkawinan.121
3. Kekuatan Hukum Penghulu Sebagai Wali Hakim di Indonesia  
 
 Keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam ditentukan 
antara lain oleh adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sehingga apabila wali 
nasab itu tidak ada, atau mafqud ( hilang atau tidak diketahui dimana 
keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal ( 
menolak). Maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. 
 Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b disebutkan 
bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali nikah. 122
                                                             
121Ibid., hlm. 93. 
122  Anonim, op.cit., hlm. 3. 
 Oleh karena itu, wali hakim 
mempunyai kedudukan yang sama dengan wali nasab, hanya saja yang 
membedakan antara keduanya adalah wali nasab, merupakan wali nikah 
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karena adanya hubungan nasab atau keturunan, sedangkan wali hakim 
tidak mempunyai hubungan nasab atau darah. 
 Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2vTahun 1987 
tentang wali hakim yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober pasal 4 yang 
menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku 
Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya 
penujukan untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai 
wali dan apabila di Wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Ururasan Agama 
Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusana 
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kota 
Madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama, menunjuk 
wali/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara, menjadi wali 
hakim dalam wilayahnya. 123
 Berhubung Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 
tentang wali hakim sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dewasa ini, maka pada tanggal 31 Desember 2004 
ditetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004. 
Menurut peraturan tersebut dalam pasal 19 ayat 7 menyebutkan penghulu 
menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab 
Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut 
yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan adalah Kepala Kantor 
Urusan Agama. 
                                                             
123  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, hlm. 3. 
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atau walinya mafqud atau adlal.124
 Setelah Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 di 
berlakukan selama kurang lebih satu tahun muncul lagi peraturan baru 
mengenai wali hakim yaitu pada tanggal 31 Desember 2005 oleh Menteri 
Agama Muhammad M. Basyuni mengeluarkan Peraturan Menteri Agama 
RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali haki, yang menyebutkan pada 
pasal 1 ayat 2 bahwa wali haki adalah Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai 
wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
 Dan berdasarkan keputusan Menteri 
Agama tersebut, maka yang berhak menjadi wali hakim adalah penghulu 
sehingga dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 
2004, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 sudah tidak 
diberlakukan lagi. 
125
 Dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 
2005, maka kedudukan penghulu sebagai wlai hakim sudah tidak 
diberlakukan lagi, karena yang berhak menjadoi wali hakima adalah 
Kepala Kantor Urusan Agama. Hanya saja Penghulu juga dapat menjadi 
wali hakim apabila Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan 
 
Sehingga yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan 
berdasarkan KMA tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama, 
sedangkan penghulu adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
                                                             
124  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004, hlm. 9. 
125  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, hlm. 3. 
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atau tidak ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 
Tahun 2005 yaitu dalam pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan apabila Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi 
urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Agama 
Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah 
satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara 
menjadi wali hakim dalam wilayahnya.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
126Ibid.  
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BAB IV 
PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN GEBOG 
A. Profil KUA kecamatan Gebog 
1. Letak Geografis  
   Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Gebog merupakan 
KUA Kecamatan berada di wilayah Gebog dan terletak diantara bujur 
timur serta lintang selatan, yaitu perpaduan antara daerah dataran 
rendah dan pegunungan. kecamatan Gebog merupakan salah satu dari 
9 kecamatan di Kabupaten Kudus yang mempunyai potensi dengan 
batas wilayah: 
Batas wilayah kecamatan Gebog yaitu: 
Sebelah Utara : Kabupaten Jepara  
Sebelah Timur : Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae 
Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu  
Sebelah Barat : Kabupaten Jepara 
Kantor Kecamatan Gebog berada di Jl. Pr Sukun, No. 3, 
lokasinya cukup strategis dan sangat mudah dijangkau serta terletak di 
dekat persawahan sehingga terlihat nyaman dan jauh dari kebisingan 
kota. Tata bangunan gedung KUA Kecamatan Gebog merupakan semi 
modern dan mempunyai sebuah musholla dan aula yang memang 
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khusus digunakan bagi calon pengantin yang akan menikah untuk 
pelaksanaan akad nikah.127
1. Kedudukan dan Wilayah Kerja  
 
 Kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog merupakan 
struktur terbawah dalam jajaran Departemen Agama sesuai dengan 
keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Tata Kerja 
dan Fungsi pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 731. 
 Wilayah kerja yang dibawahi oleh KUA Kecamatan Gebog adalah 
berjumlah 11 desa, disebabkan wilayah kerjanya memang cukup luas, 
maka disetiap wilayah kerja tersebut dibantu oleh pembantu penghulu 
yang mempunyai tugas pokok membantu calon pengantin dalam 
mengurus administrasi kepala PPN (Pegawai Pencatatan Nikah). 
a. Wilayah kerja beserta pembantu penghulu adalah sebagai berikut: 
1. Desa Gondosari 
2. Desa Jurang 
3. Desa Kedungsari 
4. Desa Besito 
5. Desa Karangmalang 
6. Desa Klumpit 
7. Desa Padurenan 
8. Desa Getassrabi 
                                                             
127 Wawancara dengan Bapak Noor Roqib,S Ag, Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 5 
Januari 2014, di KUA Kecamatan Gebog. 
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9. Desa Gribig 
10. Desa Menawan 
11. Desa Rahtawu128
b. Jumlah Penduduk Kecamtan Gebog per-Januari 2014 Sebagai 
berikut: 
 
 1)  Pemeluk Agama Islam      :  100.218  jiwa 
 2) Pemeluk Agama Protestan :           55  jiwa 
 3) Pemeluk Agama Katholik  :           23  jiwa 
 4) Pemeluk Agama Hindu      :             0  jiwa 
 5) Pemeluk Agama Budha      :          50  jiwa129
2. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog 
 
   Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 
2001 pasal 2 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, maka peran Kantor Urusan Agama Kecamatan 
mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai tugas 
Departemen Agama Kabupaten /Kota diwilayah Kecamatan dalam 
bidang urusan Agama Islam. 
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog adalah sebagai 
pelayan masyarakat dan Pembina umat. Adapun mengenai fungsinya 
adalah sebagai berikut:  
                                                             
128  Wawancara dengan Bapak Sutrisno,SHi, Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 7 
Januari 2014, di KUA Kecamatan Gebog. 
129Data statistik Kecamatan Gebog. 
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b. Memberikan bimbingan dan pembinaan tentang statistic 
dokumentasi, surat-menyurat, kearsipan dan rumah tanggga Kantor 
Urusan Agama. 
c. Memberikan bimbingan dan pembinaan serta pelayanankepada 
masyarakat di bidang NTCR, khususnya nikah dan rujuk. 
d. Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang kemasjidan, 
zakat, ibadah, sosial dan Baitul Mal. 
e. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan di bidang 
kesejahteraan keluarga dan kependudukan.130
 
 
3. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Gebog 
 Kantor urusan Agama Kecamatan Gebog adalah eselon yang 
paling bahwa dalam jajaran Departemen Agama dan sebagai ujunng 
tombak Departemen Agama. Juga merupakan salah satu instansi yang 
berfungsi dalam bidang urusan Agama yang mempunyai Stuktur 
Organisasi. Karena dengan adanya Struktur Organisasi, maka akan  
menerapkan kerjasama yang baik dan dapat memberikan kejelasan 
dalam pembagian dan pelaksanaan tugas, sehinngga dengan adanya 
kerjasama yang baik maka masing-masing posisi dalam Stuktur 
Organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan 
bertujuan apa yang dilaksanakan tersebut dapat dikerjakan dengan 
penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
                                                             
130 Laporan Pelaksanaan Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Tahun 
2014 dan 2015, hlm 7. 
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 Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog sebanyak 4 
(empat) orangpegawai dan juga satu orang pegawai tidak tetap. 
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gebog 
 
 
 
 
    
 
 
 Perincian tugas dari masing-masing unsur dalam organisasi KUA 
Kecamatan Gebog sebagai berikut: 
a. Sutrisno,SHI sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu 
Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama rincian tugasnya adalah: 
1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi 
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurus surat, kearsipan 
dan rumah tangga KUA. 
3. Melakukuan pembinaan penghuluan, keluarga sakinah, 
ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat, zakat, wakaf, 
ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga. 
4. Mengatur pola kerja peran penghulu yang berada di wilayah 
lingkungan kerjanya. 
Kepala KUA 
Penghulu 
Sutrisno,SHI 
Seksi Idaroh 
Nor Rokib,S Ag 
 
Bendahara 
H.Munzayin,SHI 
 
Seksi Inayah 
Kusrin,S Ag 
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5. Merekomendasikan tentang penunjukan dan pemberhentian 
pembantu penghulu. 
6. Menerima pertanggung jawaban pembantu penghulu. 
7. Melegalisasi copy buku nikah atau surat keterangan status. 
8. Memberi nomor urut pada lembaran buku akta nikah, buku 
pendaftaran cerai talak dan ceri gugat, buku pencatatan rujuk, 
menandatangani lembar pertama dan terakhir serta memberi 
paraf pada lembar lainnya. 
9. Melakukan penyimpangan dokumen pencatatan nikah, talak, 
cerai dan rujuk serta dokumen keuangan. 
10. Melaporkan kejadian kerusakan dokumen pencatatan nikah, 
talak, cerai dan rujuk serta dokumen keuangan kepada 
Kakandepag Kabupaten dan yang berwajib, serta melakukan 
langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
11. Melakukan pengawasan terhadap tugas penghulu.131
 
Dan sebagai Penghulu rincian tugasnya adalah 
 
1. Mengawasi atau mencatat nikah atau rujuk 
2. Menandatangani buku nikah 
3. Mendaftar cerai talak dan cerai gugat. 
4. Melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. 
5. Melakukan kegiatan kepenghuluan. 
6. Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan menandatangani model 
N-7. 
7. Melakukan pemeriksaan nikah. 
8. Menandatangani daftar pemeriksaan nikah menurut model NB 
9. Menandatangani formulir tentang adanya halangan pernikahan 
menurut model N-8. 
10. Menandatangani formulir tentang penolakan pelaksanaan nikah 
menurut model N-9 
11. Menandatangani dan mengumumkan kehendak nikah menurut model 
NC.  
12. Menerima pemberitahuan adanya pencegahan pernikahan dan 
memberitahukan kepada calon pengantin. 
13. Mengawasi pelaksanaan akad nikah. 
14. Menerima taukil wali dan atau memberikan penilaian tentang wali 
yang ditunjuk apakah dapat dianggap telah memenuhi syarat. 
                                                             
131 Ibid., hlm. 3 
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15. Mencatat akad nikah dalam akta nikah menurut model N. 
16. Menandatangani akta nikah (Model N)  
17. Menandatangani buku nikah. 
18. Mengeluarkan dan menandatangani rekomendasi nikah. 
19. Menjadi wali hakim. 
20. Memberikan persetujuan tentang pelaksanaan nikah diluar KUA 
Kecamatan (Bedolan) . 
21. Mengesahkan surat kuasa tentang wakil calon suami atau wakil wali 
apabila tidak dapat hadir pada saat akad nikah. 
22. Menerima pemberitahuan kehendak rujuk  
23. Mengawasi pengawasan rujuk 
24. Melakukan pemeriksaan rujuk  
25. Mencatat peristiwa rujuk dalam buku model R  
26. Menandatangani model R  
27. Menandatangani daftar pemeriksaan rujuk (model RB). 
28. Membuat dan menandatangani kutipan akta rujuk (model RA) 
29. Membuat dan menandatangani surat keterangan tentang rujuk 
menurut model RC. 
30. Mendaftar peristiwa cerai talak menurut model T dan cerai gugat 
menurut model C serta menandatanganinya. 
31. Memberikan catatan tentang peristiwa cerai pada kolom catatan pad 
akta niakah yang bersangkutan. 
32. Membutuhkan paraf pada coretan atau perubahan tulisan pada formuli 
NTCR. 
33. Membuat dan menandatangani duplikat nikah dan rujuk . 
34. Membuat dan menandatangani pemberitahuan nikah janda atau duda 
menurut model ND. 
35. Membuat dan menandatangani pemberitahuan nikah poligami 
menurut model NE . 
36. Membuat dan menandatangani pemberitahuan tentang terjadinya 
rujuk menurut model RD. 
37. Melakukan pengawasan terhadap tugas pembantu penghulu.132
 
 
b. Noor Roqib,S Ag. Sebagai Seksi Bidang Idaroh 
Rincian Tugasnya adalah: 
1. Mendata kegiatan-kegiatan umat Islam dalam bidang 
ibadah sosial dan baitul maal . 
                                                             
 132Ibid., hlm. 4 
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2. Mendata kegiatan pembinaan dan penyuluhan umat 
beragama Islam di wialyah Kecamatan. 
3. Melaksanakan inventarisasi konsultasi keluarga 
4. Melaksanakan inventarisasi bimbingan dan pembinaan 
pengantin . 
5. Menyiapkan pendaftaran NR.  
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.133
 
 
c. Kusrin,S Ag  sebagai seksi Bidang Inayah 
Rincian Tugasnya adalah : 
1. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2. Menyiapkan bimbingan kemasjidan. 
3. Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan Masjid, 
Langgar dan Mushola. 
4. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan 
kepada Masjid, Langgar dan Mushola. 
5. Mengikuti perkmbanngan pelaksanaan pembangunan 
tempat ibadah dan penyiaran tempat ibadah. 
6. Menerima,membukukan dan mengeluarkan serta 
mempertanggungjawabkan keuangan dinas. 
7. Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan 
bimbingan calon pengantin. 
8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
9. Melaporkan isi pelaksanaan tugas kepada atasan.134
 
 
d. H.Munzayin,S.H.I sebagai Bendahara PNBP NR 
Rincian Tugasnya adalah : 
1. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2. Melaksanakan tabayun (catatan penggir model NTC) ke 
Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama lain. 
3. Melaksanaan pengisian Akta Nikah dan Kutipan Akta 
Nikah. 
4. Membantu mengambil blanko stok NTCR . 
5. Membantu penulisan doplikat Akta Nikah dan Cerai. 
6. Membantu pembedelan berkas Nikah dan Rujuk . 
7. Melaksanakan Tugas khusus yang diberikan atasan . 
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.135
                                                             
133Ibid. 
134Ibid., hlm. 5. 
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E. Prosedur Pelaksanaan di KUA Kecamatan Gebog 
1. Tata Cara Perkawinan 
  Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita 
kehidupan manusia. Dan perkawinan dapat dianggap sah apabila 
perkawinan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan hukum masing-
masing agama serta dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan 
perkawinan serta beragama Islam, maka instansi yang berwenag untuk 
mencatat perkawinan tersebut adalah di Kantor Urusan Agama (KUA). 
 Percatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan berdasarkan 
hukum Islam maupun perkawinan yang di laksanakan oleh masyarakat 
yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencataatan perkawinan 
merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk 
melindungi martabat dan kesucian serta aspek hukum yang timbul dari 
ikatan perkawinan. Realita pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah 
yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami akta tersebut dapat 
digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan 
dengan adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.136
 Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan 
perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut:  
 
                                                                                                                                                                       
135Ibid. 
136Zaenuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 26. 
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Pasal 5:  
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat. 
2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat(1) dilakukan oleh 
undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 
32 Tahun 1954. 
Pasal 6 : 
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilaksanakan diluar PengawasanPegawai 
Pencatat Nikah tidak mempunyai kuat hukum.137
 
 Prosedur awal yang harus dilakukanbagi setiap orang yang 
akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog adalah 
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal 
ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 477 Tahun 2004 pasal 6 mengenai pemberitahuan kehendak 
Nikah yang berbunyi: 
 
1) Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya 
kepada Penghulu atau    Pembantu Penghulu yang mewilayahi 
tempat pelaksanaan akad nikah. 
2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan 
membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai 
atau calon wali atau walinya. 138
 
 
 Bagi Pegawai Pencatat Nikah apabila telah menerima laporan 
tersebut, maka langkah selanjutnya adalah segera meneliti syarat-
syarat perkawinan seperti memeriksa calon suami, calon istri dan wali 
                                                             
137  Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam,2000),hlm. 21. 
138 Keputusan Menteri Agama RI Nomor Tahun 2004, hlm. 7 
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nikah apakah telah terpenuhi atau belum, dan apakah ada halangan 
kawin menurut agama dan undang-undang ataupun surat-surat yang 
dijadikan syarat-syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum. 
Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 
477Tahun2004 pasal 7 ayat 2 yaitu mengenai hal-hal yang akan diteliti 
pegawai Pencatat Nikah : 
1. Surat Keterangan Nikah menurur model N-1 
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan 
asal-usul calon mempelai yang diberiakan kepala desa, pejabat 
setingkat menurur model N-2  
3. Persetujuan kedua mempelai menurut model N-3. 
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala 
desa/pejabat menurut model N-4. 
5. Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai 
usia 21 tahun menurut model N-5. 
6. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua ataupun walinya 
sebagaiman yang dimaksud nomor 5 diatas  diperlukan izin dari 
pengadilan. 
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai 
umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 
tahun. 
8. Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlukan surat izin dari 
atasannya/kesatuannya. 
9. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 
seorang. 
10. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 
bagi mereka yang percerainnya yang terjadi sebelum berlakunya 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.  
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat 
oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi 
dasar pengisian model N-6 bagi janda atau duda yang akan 
menikah. 
12. Izin kawin dari kedutaan bagi warga Negara asing.139
  Hasil penelitian Pegawai Pencatat Nikah kemudian ditulis dalam 
sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Kemudian apabila belum 
 
                                                             
139 Ibid., hlm., 8 
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cukup syarat-syarat yang diperlukan, maka Pegawai Pencatat Nikah 
segera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk segera 
memenuhinya, kecuali dalam hal terdapat halangan kawin menurut 
agama dan undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah harus 
menolaknya, apabila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan 
memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan 
untuk kawin, maka Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut 
formulir yang telah ditetapkan, dan kemudian menempelnya di papan 
pengumuman yang berada di Kantor  Urusan Agama agar mudah 
dibaca oleh umum. Akad nikah baru dapat dilaksanakan setelah 10 
(sepuluh) hari sejak pengumuman ditempel. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak guna 
mengajukan keberatan apabila memang perkawinan tersebut tidak 
dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau salah satu pihak 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.140
2. Pelaksanaan Akad Nikah dengan Wali Hakim 
 
 Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata wali nasabnya tidak 
ada atau terdapat halangan atau ghaib atau adlal, maka Pegawai 
Pencatat Nikah dapat mengangkat wali hakim untuk dapat 
menikahkannya dan akad nikah dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 
                                                             
140 Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 27. 
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(sepuluh) sejak pengumuman hendak melakukan perkawinan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
 Akad nikah yang dilaksanakan dengan wali hakim dalam 
pelaksanaannya sama seperti halnya akad nikah pada umumnya. Yang 
membedakan adalah walinya saja. Akad nikah menurut ketentuan 
hukum Islam dilaksanakan dengan cara amat sederhana, hanya 
diperlukan adanya mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai 
perempuan atau wakilnya, 2 (dua) orang saksi laki-laki dan ijab Kabul. 
 Sebelum akad nikah dimulai, maka Pegawai Pencatat Nikah 
mendahuluinya dengan khotbah nikah yang isinya memberi peringatan 
kepada mempelai tentang arti penting perkawinan serta hak dan 
kewajiban masing-masing suami-isteri setelah perkawinan terjadi. 
Kemudian membacakan hamdalah (memuji Allah), syahadah 
(persaksian terhadap Allah dan kerasulan Nabi Muhammad beserta 
keluarga dan sahabatnya), membaca beberapa ayat Al-Qur’an yang 
berkenaan dengan perkawinan dan istigfar (mohon ampun kepada 
Allah) kemudian Pegawai Pencatat Nikah yang bertindak sebagai wali 
hakim membacakan lafaz akad nikah dan bersalaman dengan 
mempelai laki-laki untuk melakukan ijab Kabul.  
 Dalam pelaksanaan ijab Kabul, yang mengucap ijab adalah wali 
mempelai perempuan atau wakilnya dalam hal ini adalah wali hakim, 
kemudian disusul Kabul atau pernyataan menerima dari pihak 
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mempelai laki-laki dan setelah ijab Kabul selesai kemudian ditutup 
dengan do’a.  
 Sesaat sesudah berlangsungnya akad nikah tersebut, maka kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali 
nikah dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan 
tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan 
tersebut, maka perkawinan yang dilaksanakan telah dianggap sah dan 
telah tercatat resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat 
identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya. 
Dan kepada suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan 
diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku atau disebut dengan 
buku nikah. Kutipan akta nikah inilah yang menjadi bukti autentik bagi 
kedua suami isteri. Apabila pencatatan sudah selesai, maka petugas 
pencatat nikah segera menyerahkan kutipan akta nikah tersebut kepada 
suami berwarna coklat dan isteri berwarna hijau. Harus diteliti dengan 
seksama apakah buku nikah itu telah diisi atau ditulis identitasnya 
dengan benar, telah dipasang foto kedua mempelai dan sudah 
ditandatangani oleh yang berwenang. 
F. Perwalian Hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Gebog 
Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak utuk 
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menikahkannya. Sehingga apabila dalam pemeriksaan nikah, wali 
nikahnya tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya 
mafqud atau adlal atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak 
memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal ini Pegawai Pencatat 
Nikahnya mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah. 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
30 Tahun 2005, menyebutkan dalam pasal 1dan 2 bahwa yang berhak 
menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah 
bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.  
 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog, Kepala Kantor 
Urusan Agama merangkap jabatan penghulu dikarenakan belum ada 
penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Gebog tersebut. Dulu 
memang jabatan penghulu ada yang menjabat, tetapi sejak tanggal 3 Juni 
2005 jabatan penghulu menjadi kosong. Ini dikarenakan ada peraturan 
yang menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat menjadi penghulu 
berijazah paling rendah Sarjana (S1/Diploma IV). Hal ini sesuai dengan 
pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Per/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatanpenghulu yang dulunya ada dicabut 
hak dan kewenengannya dan sekarang hanya menjabat sebagai staf. Di 
KUA Kecamatan Gebog bahwa jabatan penghulu yang sekarang dijabat 
oleh Kepala KUA tersebut merupakan sebagai alternatif saja atau hanya 
untuk sementara mengisi jabatan yang kosong, artinya bahwa selama 
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belum ada penghuluyang menjabat di KUA Kecamatan Gebog tersebut 
maka jabatan penghulu tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama. 
 Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA 
Kecamatan Gebog tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang 
bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa 
dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala 
Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan 
Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 
Tahun 2005 pasal 1 ayat 2.  
 
G. Hal-hal yang Menyebabkan Perpindahan Perwalian Nasab Kepada 
Perwalian Hakim 
1. Data Kasus tentang Perwalian Hakim dalam Perkawinan  
 Sebelum perkawinan dilaksanakan, Pegawai Pencatan Nikah 
(PPN) terlebih dahulu memeriksa atau meneliti beberapa persyaratan 
perkawinan, apakah persyaratan tersebut sudah lengkap atau belum. 
Diantara pemeriksaan yang dilakukan adalah mengenai wali nikah. 
Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut wali nikahnya tidak 
memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat menjadi wali dalam akad 
nikah karena adanya alasan-alasan tertentu, maka hal tersebut akan 
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dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. 
Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Gebog terdapat 
beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam 
akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab. 
 Beberapa contoh kasus yang terjadi di Tahun 2014 adalah 
sebagai berikut: 
a. Nomor Akta Nikah  :119/74/II/2014 
Akad Nikah   :Kamis, 24 Februari 2014 
Nama Suami dan Isteri :Denny Elham dan Yuni Andriyani 
Status    :  Jejaka dan Perawan 
Pendidikan Terakhir  : Sarjana dan Sarjana 
Wali    : Sutrisno,SHI 
Status Wali   : Wali Hakim 
Penyebab   :Mafqud 
b. Nomor Akta Nikah  : 60/15/II/2014 
Akad Nikah   : Rabu, 05 Pebruari 2014 
Nama Suami dan Isteri : Joko Mulyono dan Sika Ayu  
      Mulyawati 
Status    : Jejaka dan Perawan 
Pendidikan Terakhir  : SMP dan SLTA 
Wali    : Sutrisno,SHI 
Status Wali   : Wali Hakim 
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Penyebab   : Waladul Um141
c. Nomor Akta Nikah  : 824/10/XI/2014 
 
Akad Nikah   : Selasa, 25 Nopember 2014 
Nama Suami dan Isteri :Aditya Purbantara dan Daru 
       Hestywihartasih 
Status    :  Jejaka dan Perawan  
Pendidikan Terakhir  : S1 dan S1 
Wali    : Sutrisno,SHI 
Status Wali   : Wali Hakim 
Penyebab   : Tumpur (Tidak ada Wali)142
                                                             
141Waladul ‘Um artinya seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dikarenakan 
Erina Wati merupakan anak dari hasil perkawinan hamil diluar nikah dan Erina Wati dilahirkan 
kurang dari (enam) bulan dari waktu akad nikah. 
142Tumpur berasal dari bahasa Jawa yang sering diartikan sudah tidak ada atau tidak 
mempunyai wali dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada. 
 
 Contoh tersebut merupakan beberapa kasus yang terjadi di 
tahun 2014 penulis hanya mengkarifikasikan contoh kasus hanya di 
tahun 20014 saja, dikarenakan agar lebih mudah dalam mengambil 
sempel. Dan dari 882 perkawinan yang terjadi dari bulan Januari 
sampai Desember 2014 di KUA Kecamatan Gebog telah terjadi 37 
kasus mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah. 
Diantara kasus mengenai wali hakim yang terjadi di tahun 2014 
tersebut lebih banyak disebabkan walinya Mafqud yang berjumlah 11 
kasus, Waladul Um yang berjumlah 19 kasus dan Tumpur berjumlah 7 
kasus. 
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2. Hal-hal yang menyebabkan Perwalian nasab Berpindah kepada 
Perwalian Hakim 
 Telah diuraikan di atas kasus-kasus yang terjadi di KUA 
Kecamatan Gebog mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali 
nikah dan juga faktor-faktor tersebut. Di antara faktor penyebab 
terjadinya perwalian hakim tahun 2014 di KUA Kecamatan Gebog 
adalah: 
a. Wali Mafqud 
 Mafqud adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar 
beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui 
pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. 
 Menurut Ulama Hanafiyah, hilang (mafqud) itu ada 2 (dua) 
macam, yaitu: 
1. Hilang yang menurut lahir selamat, seperti yang berniaga ke 
tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan 
mengembara. Dalam hal ini hukumnya sama seperti pendapat 
Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah, yaitu harus lewat 
waktu tertenu yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu.  
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang 
tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat 
tetapi tidak kembali lagi atau ia pergi karena sesuatu keperluan 
yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau 
ia hilang di antara dua pasukan yang bertumpur atau bersama 
82 
 
82 
 
dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum 
mengenai hal tersebut ditunggu sampai 4 tahun.143
 Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 116 
huruf b bahwa “Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya 
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jadi, 
kriteria mafqud menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Seorang ayah/suami telah meninggalkan keluarga/istri tanpa 
memberitahu dan tanpa alasan yang sah atau di luar 
kemampuannya. 
2. Seorang ayah/suami meninggalkan/istrinya selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut.144
Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan 
Gebog bahwa kriteria penentuan seoarang wali itu mafqud adalah 
seorang wanita yang akan menikah tersebut masih mempunyai wali 
dan tidak terhalang hak kewaliannya namun wali yang mafqud tidak 
diketahui alamatnya atau hilang dan diperkirakan masih hidup, oleh 
karena itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memutuskan untuk 
mengangkat wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah. 
 
Wali yang mafqud, menurut penulis adalah wali yang memang 
tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, tidak ada berita, dan apakah 
                                                             
143 Syaikh Mahmud Syalthot dan Syaikh M. Ali as-Sayis, Perbandingan Madzab Dalam 
Masalah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996). Hlm. 248.  
144 Anonim, op.cit., hlm. 57. 
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masih hidup atau tidak. Karena keberadaannya tidak jelas, maka 
apabila seseorang anak yang akan menikah dan membutuhkan seorang 
wali untuk menikahkannya tetapi walinya tidak diketahui alamatnya, 
maka wali hakimlah yang berperan menjadi wali dalam akad nikah 
tersebut untuk menggantikan walinya yang mafqud. 
 
b. Waladul Um (anak Ibu) 
 Waladul Um artinya bahwa seorang anak hanya dapat 
dinasabahkan kepada ibunya. Pengertian nasab adalah pertalian 
kekeluargaan berdasarkan hubungan darah darah melalui akad nikah 
perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk dapat 
menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan 2 
(dua) syarat, yaitu hubungan darah dan perkawinan yang sah. Bila 
hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja mampu akad 
perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara 
keduanya. 
 Para Ulama Madzab sepakat bahwa dalam hal perkawinan yang 
sah, bila seseorang perempuan melahirkan seorang anak, anak itu bisa 
dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Akan tetapi untuk 
mendapatkan hubungan nasabnya kepada ayahnya, terdapat beberapa 
syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 
1. Anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu 6 (enam) bulan 
sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyah) atau 6 (enam) 
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bulan sejak terjadinya persetubuhan suami-istri (menurut mayorits 
ulama madzab), maka anak itu dapat dihubungkan nasabnya 
kepada suami wanita yang melahirkannya itu. 
2. Apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu 
akad atau dari pesetubuhan suami istri, anak itu tidak bisa 
dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya 
itu.145
Berbeda dengan pendapat para ulama madzab tersebut, 
Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan tenggang waktu 6 (enam) 
bulan sebagai dasar untuk mengaitkan hubungan nasab seorang anak 
kepada ayahnya. Karena menurut KHI kapan saja akad nikahnya 
dilangsungkan asalkan sebelum anak tersebut dilahirkan, maka anak 
yang ada dalam kandungan tersebut sah menjadi anak ayahnya. Tetapi 
dengan catatan dalam pelaksanaan akad nikah wanita hamil tersebut 
yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.
 
146
  Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 99 poin a yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak 
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan 
pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya perkawinan wanita hamil 
yang dilakukan dengan pria yang menghamilinya.
 
147
                                                             
145 Memed Humaidillah, Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: Gema 
Insani, 2002), hlm. 45. 
146 Ibid., hlm. 47. 
147 Ibid  
Dengan demikian, 
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hubungan nasab anak dengan ayahnya hanya ada bila yang menikahi 
wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.  
  Sedangkan di KUA Kecamatan Gebog untuk dapat 
menentukan apakah calon mempelai perempuan tersebut termasuk 
waladul Um atau tidak, maka sebelum pelaksanaan  perkawinan, 
terlebih dulu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pemeriksaan nikah 
memintakan surat nikah kedua orang tuanya, sehingga dari surat nikah 
tersebut dapat diketahui kedua orang tua tuanya menikah dan kapan 
calon mempelai tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu Pegawai Pencatat 
Nikah menjadi tahui apakah calon mempelai perempuan tersebut lahir 
enam bulan setelah perkwinan ataukah lahir kurang dari enam bulan 
setelah perkawinan. Tetapi pemeriksaan tersebut hanya untuk calon 
mempelai perempuan yang merupakan anak pertama. 
  Perbedaan pendapat antara para ulama madzab dan 
Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis sama-sama memiliki dasar 
yang kuat, baik itu dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Walaupun 
dalam prakteknya, di KUA Kecamatan Gebog menggunakan pendapat 
para ulama madzab dalam menyelesaikan permasalahan mengenai 
masalah Waladul Um. Namun, kita bisa mengambil sisi positifnya 
bahwa penentuan suatu hukum dalam masalah tersebut adalah hanya 
untuk kebaikan bersama dan agar supaya terpeliharanya keturunan 
yang baru dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan 
warahmah serta sesuai dengan hukum Islam. 
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c. Wali Tumpur 
 Tumpur artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau 
tidak mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan 
wali sudah tidak ada.  
 Seperti diketahui bahwa dalam urutan perwalian, wali yang 
pertama dan utama adalah ayah. Apabila ayah sudah tidak ada maka 
beralih ke kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Kemudian 
urutan selanjutnya saudara laki-laki kandung atau seayah, kemudian 
saudara sepupu kandung atau seayah. Dan apabila dari semua urutan 
wali tersebut sudah tidak ada lagi, maka hak wali ada pada wali hakim. 
 Penulis berkesimpulan bahwa wali yang tumpur adalah wali 
yang sudah tidak ada dalam urutan kewalian dan untuk dapat 
mengetahui walinya sudah tumpur atau tidak, maka Pegawai Pencatat 
Nikah menanyakan kepada calon mempelai perempuan yang akan 
menikah tersebut apakah masih mempunyai wali atau tidak. Dan 
biasanya pasangan yang akan menikah tetapi walinya tumpur adalah 
pasangan yang sudah berumur ± 40 (empat puluh) tahun ke atas atau 
pasangan yang sudah pernah menikah (janda atau duda). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis 
simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan wali 
hakim, antara lain: 
 Wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka 
nikahnya batal dan apabila wanita yang akan menikah tetapi wali nasabnya 
tidak ada atau mafqud atau adlal atau karena alasan lain, maka yang berhak 
menjadi wali dalam akad nikah adalah wali hakim. Jadi, wali hakim adalah 
wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya 
yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim. Dan 
menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, yang berhak 
menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Apabila 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut berhalangan, maka kepala 
seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri 
Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut, untuk 
sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Dalam prakteknya di KUA 
Kecamatan Gebog yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor 
Urusan Agama dan bukan atas nama penghulu walaupun Kepala KUA tersebut 
merangkap sebagai penghulu karena apabila yang bertindak sebagai wali 
hakim atas nama penghulu maka harus ada surat kuasa/surat ketetapan dari 
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kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala 
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
 Wali hakim yang terjadi di kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog, 
kebanyakan disebabkan 3 (tiga) faktor mafqud, waladul um dan tumpur. 
Pertama, mafqud adalah wali yang tidak diketahui alamatnya atau 
keberadaannya, tidak diketahui beritanya apakah masih hidup atau tidak, tetapi 
anak yang akan menikah masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak 
kewaliannya. Kedua, Waladul Um artinya bahwa seorang anak yang hanya 
dapat dinasabkan kepada ibunya dikarenakan anak yang hamil diluar nikah. 
Ketiga, Tumpur adalah wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai 
wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada.  
 Perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim sebagai perkawinan sah karena 
wali nasab calon mempelai perempuan tersebut tidak dapat bertindak sebagai 
wali nikah, sehingga untuk dapat terselenggaranya perkawinan yang sah 
menurut agama dan Undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah 
mengangkat wali hakim untuk dapat berperan sebagai wali nikah 
menggantikan wali nasab tersebut dan di KUA Kecamatan Gebog yang 
berperan sebagai wali hakim adalah Kepala KUA yang juga menjabat sebagai 
penghulu.  
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B. Saran-saran 
1. Kantor Urusan Agama merupakan instansi Departemen Agama yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Departemen 
Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 
Kecamatan serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan 
kemasyarakatan. Sehingga diharapkan KUA Kecamatan Gebog juga dapat 
berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada 
seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat 
dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam 
kaitannya dengan masalah perkawinan. 
2. Bagi seluruh komponen yang ada di KUA Kecamatan Gebog baik itu Kepala 
KUA ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta 
mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada. 
3. Bagi calon penggantin  yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhambat 
dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak sebagai wali 
nikah karena ada beberapa faktor penyebab di antaranya walinya tersebut 
Mafqud, walinya Tumpur atau walinya Waladul Um, maka itu semua bukan 
merupakan suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat 
wali yaitu wali hakim untuk dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan 
wali nasabnya. 
C. Kata Penutup  
 Dengan mengucap syukuralhamdulilah, penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan 
kekurangan yang ada dalam skripsi ini. 
 Penulis menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karenaitu, saran dan kritik dari para pembaca sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
 Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga karya penulis ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi penulis pribadi dan semoga dapat bermanfaat bagi para 
pembaca sekalian.  
 
Kudus,    Oktober   2015 
 
                                                                          Penulis 
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Sumber Non Buku  
Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gebog (Sutrisno,SHi) tanggal  12 
Juli 2015 
Di KUA Kecamatan Gebog. 
Wawancara dengan Bapak Noor Roqib,SAg Pegawai Pencatat Akta Nikah tanggal 
12 Juli 2015 di KUA Kecamatan Gebog. 
Dokumen KUA Kecamatan Gebog. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana kedudukan dan peran KUA Kecamatan Gebog? 
2. Desa apa saja yang merupakan wilayah kerja yang dibantu oleh KUA 
Kecamatan Gebog dan masing-masing wilayah kerja tersebut dipimpin 
oleh pembantu penghulu siapa saja? 
3. Bagaimana tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi di 
KUA Kecamatan Gebog? 
4. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Gebog dari 
awal pendaftaran sampai terjadi akad nikah? 
5. Siapakah yang berperan sebagai wali hakim dalam perkawinan di KUA 
Kecamatan Gebog? 
6. Alasan apa saja yang menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali 
hakim di KUA Kecamatan Gebog? 
7. Peraturan apa yang mengatur mengenai perwalian hakim? 
8. Bagaimanakah kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam 
perkawinan di KUA Kecamatan Gebog? 
9. Sejak kapan peraturan mengenai wali hakim tersebut diberlakukan? 
10. Apakah ada perbedaan antara jabatan kepala KUA dan penghulu? 
 
 
 
  
 
 
 
 
95 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
